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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI

Menimbang

REPUBLIK INDONESIA,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (5)
Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2019 tentang
Besaran dan Penggunaan [uran Badan Usaha dalam
Kegiatan Usaha Penyediaan dan Pendistribusian Bahan
Bakar Minyak dan Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa,
perlu penvesuaian dalam melakukan pelaporan, venfikasi
dan rekonsiliasi uran badan wusaha dalam kegiatan
usaha penvediaan dan pendistribusian bahan bakar
minyak dan pengangkutan gas bumi melalui pipa;

bahwa Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas
Bumi Nomor & Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis
Verilikasi dan Relkonsiliasi luran Badan Usaha dalam
Kegiatan Usaha Penyediaan dan Pendistribusian Bahan



Mengingat

o]

Bakar Minyak dan Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa
sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum
dan kebutuhan masyarakat, sehingga perlu diganti;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimansa
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Badan Pengatur Hilir Minvak dan Gas Bumi
tentang Tata Cara Pelaporan dan Verifikasi luran Badan
Usaha dalam Kegiatan Usaha Penyedinan dan
Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Pengangkutan
Gas Bumi melalui Pipa;

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak
dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2001 Nemor 136, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4152);

Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 tentang
Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan
Bakar Minyvak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas
Bumi melaiui Pipa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2002 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4253) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun
2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomeor 67 Tahun 2002 tentang Badan Pengatur
Penvediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak
dan Kegiatan Usaha Penganghkutan Gas Bumi melalui
Pipa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5308);

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang
Kepatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran
MNegara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor



Menetapkan

=

4436) scbagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemernntah Nomor 36 Tahun 2004
tentang Kegiatan Usaha Hilir Minvak dan Gas Bumi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 59, Tambahan Lembaran MNegara Republik
Indonesia Nomor 4996);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2019 tentang
Besaran dan Penggunaan luran Badan Usasha dalam
Kegiatan Usaha Penyediaan dan Pendistribusian Bahan
Bakar Minyak dan Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa
(Lembaran WNegara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6364);

o. Keputusan Presiden Nomor 86 Tahun 2002 tentang
Pembentukan Badan Pengatur Penyediaan dan
Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan
Usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden
Nomor 43 Tahun 2012 tentang Perubahan atas
Keputusan Presiden Nomor 85 Tahun 2002 tentang
Pembentukan Badan Pengatur Penvediaan dan
Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan
Usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomeor 103);

MEMUTUSKAN :
PERATURAN BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS
BUMI TENTANG TATA CARA PELAPORAN DAN VERIFIKASI
IURAN BADAN USAHA DALAM KEGIATAN USAHA
PENYEDIAAN DAN PENDISTRIBUSIAN BAHAN BAKAR
MINYAK DAN PENGANGKUTAN GAS BUMI MELALUI PIPA.



BAB |
KETENTUAN UMUM

Pazal 1

Dalam Peraturan Badan ini vang dimaksud dengan:

1.

Gas Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon
vang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer
berupa fasa gas yang dipercleh dari proses penambangan
Minyvak dan Gas Bumi.

Bahan Bakar Minyak adalah bahan bakar vang berasal
dan fatau diolah dari Minyvak Bumi,

Pengolahan adalah kegiatan memurnikan, memperoleh
bagian-bagian, mempertinggi mutu, dan mempertinggi
nilai tambah Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi, tetapi
tidak termasuk Pengolahan lapangan.

Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa adalah kegiatan
menyalurkan Gas Bumi melalui pipa, meliputi kegiatan
trangmisi dan/atau distribusi melalui pipa penyalur dan
peralatan  yang dioperasikan  dan/atau  diusahakan
sebagal suatu kesatuan sistem vang terintegrasi.

Niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor,
dan/atau impor minyak bumi dan/atau hasil olahannya,
termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa.

lzin Usaha adalah izin yang diberikan kepada Badan
Usaha untuk melaksanakan Pengolahan, Pengangkutan,
penyimpanan  dan/atau  Niaga dengan  tujuan
memperoleh keuntungan dan/atau laba.

Ruas Transmisi adalah ruas tertentu dari jaringan pipa
transmisi Gas Bumi yang merupakan bagian dari
Eencana Induk Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas
Bumi Nasional.

Wilayah Jaringan Distribusi adalab wilayah tertentu dari
jaringan distribusi Gas Bumi yang merupakan bagian
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dari Rencana Induk Jaringan Transmisi dan Distribusi
Gas Bumi Nasional.

Hak Khusus adalah hak yang diberikan oleh Badan
Pengatur kepada Badan Usaha untuk mengoperasikan
Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa pada Ruas
Transmisi dan/atau pada Wilayah Jaringan Distribusi
melalul lelang.

kRegiatan Usaha Niaga Umum |Wholesale) adalah kegiatan
usaha penjualan, pembelian. ckspor dan impor Bahan
Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, Bahan Bakar Lain
dan/atau  Hasil Olahan dalam skala besar vyang
menguasal  atau mempunyal fasilitas dan sarana
penyimpanan dan berhak menyalurkan kepada semua
pengguna akhir dengan menggunakan merek dagang
tertentu,

Kegiatan Usaha Niaga Terbatas (Trading) adalah kegiatan
usaha penjualan, pembelian, ekspor dan impor Bahan
Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, Bahan Bakar Lain
dan/atau Hasil Olahan dalam skala besar yang tidak
menguasai  atau  mempunyai  fasilitas dan  sarana
penyimpanan dan hanya dapat menyalurkan kepada
Pengeuna  yang mempunyai/menguasai fasilitas dan
sarana pelabuhan dan/atau terminal penerima (receiving
terminal),

luran adalah sejumlah  dana tertentu yang wajib
dibayarkan kepada Badan Pengatur oleh Badan Usaha
yang melakukan kegiatan penyediaan dan
pendistribusian  Bahan Bakar Minyak dan/atau
melakukan kegiatan usaha Pengangkutan Gas Bumi
Melalui Pipa dan/atau kKegiatan usaha Niaga Gas Bumi
vang memiliki fasilitas jaringan distribusi Gas Bumi.
Badan Usaha adalah perusahaan berbentuk badan
hukum vang menjalankan jenis usaha hbersifat tetap,
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terus-menerus dan didirikan sesual dengan peraturan
perundang-undangan yvang berlaku serta bekerja dan
berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia.

Pelaporan adalah penyampaian laporan berupa dats
bahan dan/atau keterangan sccara ohjektif terkait
kegiatan usaha Badan Usaha sesuai format vang telah
ditentukan.

Verifikasi  adalah  kegiatan  pemeriksaan  terhadap
kesesuaian data laporan Badan Usaha, vang melipurti
data volume dan pengecekan kesesuaian data harga
dalam sistem aplikast Pelaporan dengan inveice yang
diunggah secara sampling olech Badan Usaha atas
kegiatan Niaga Jenis Bahan Bakar Minyak Umum dan
Niaga Gas Bumi Melalui Pipa serta volume dan tarif
Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa, pernyataan
dan/atau  perhitungan dalam hal atau fakta yang
terdapat di lapangan yang digunakan sebagai dasar
perhitungan Turan Badan Usaha.

Tim Verifikasi adalah pegawai Badan Pengatur vang
melakukan kegiatan Verifikasi vang ditunjuk sesuai surat
keputusan kepala Badan Pengatur,

Verifikasi Triwulan adalah kegiatan Verifikasi terhadap
laporan bulanan selama periode triwulan (3 bulan) Badan
Usaha sebagal dasar perhitungan Rekonsiliasi luran
Triwulan.

Verilikasi Tahunan adalah kegiatan Verifikasi terhadap
laporan  kegiatan usaha tahunan Badan Usaha
dibandingkan dengan laporan bulanan sebagai dasar
perhitungan luran pada Eckonsiliasi luran Tahunan.

Tim Rekonsiliasi [uran adalah pegawai Badan Pengatur
yang melakukan kegiatan Rekonsiliasi Iuran vang
ditunjuk sesuai surat keputusan kepala Badan Pengartur.
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Rekonsiliasi [uran adalah perhitungan kurang/lehih
bayar luran Badan Usaha yvang dilakukan berdasarkan
hasil Verifikasi pembayaran Iuran, perhitungan realisasi
luran berdasarkan hasil Tim Verifikasi, serta perhitungan
denda.

Rekonsiliasi Iuran Triwulan adalah perhitungan
kurang/lebih bayar Turan Badan Usaha yvang dilakukan
dengan membandingkan luran vang telah dibayarkan
cleh Badan Usaha dengan realisasi [uran vyang
seharusnya dibayarkan oleh Badan Usaha setiap bulan
sclama 3 (tiga) bulan serta perhitungan denda.
Rekonsiliasi luran Tahunan adalah  perhitungan
kurang/lebih bayar Turan Badan Usaha yvang dilakukan
dengan membandingkan Iuran yang telah dibayarkan
oleh Badan Usaha berdasarkan seclama 1 (satu) tahun
terhadap luran yang harus dibayarkan berdasarkan nilai
penjualan laporan tahunan Badan Usaha vang telah
diverifikasi tahunan serta perhitungan denda.

Direktorat Teknis adalah Direktorat Bahan Bakar Minyak
dan Direktorat Gas Bumi Badan Pengatur.

Menteri adalah menteri yang bidang tugas dan tanggung

jawabnya meliputi Kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi.

. Badan Pengatur adalah suatu badan yang dibentuk

untuk melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap
penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak
dan Gas Bumi serta Pengangkutan Gas Bumi melalui
Fipa pada Kegiatan Usaha Hilir,

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Badan ini meliputi:

a.

Pelaporan dan Verifikasi Triwulan serta tahunan Niaga
Bahan Bakar Minvak, Pengolahan vang melakukan
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(2]
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MNiaga, MNiaga Gas Bumi dan/atau Pengangkutan Gas
Bum Melalui Pipa;

Rekonsiliasi Iuran Triwulan dan Tahunan Niaga Bahan
Bakar Minyak, Pengolahan Bahan Bakar Minyak yang
melakukan Niaga, Mapa Gas Bumi  dan/atan
Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa; dan

penyetoran, pengakuan pendapatan dan  penentuan

kualitas plutang penerimaan negara bukan pajak Iuran.

BAB 11
TATA CARA PEMBAYARAN IURAN

Pasal 3

Badan Usaha vang melakukan kegiatan:

a. penyediaan  dan  pendisiribusian  Bahan Bakar
Minyak danfatau Niaga Bahan Bakar Minvak;
dan /atau

b, Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa dan/atau
kegiatan usaha Niaga Gas Bumi melalui pipa yang
memiliki fasilitas jaringan distribusi Gas Bumi;

wajib membayar Iuran kepada Badan Pengatur.

Badan Usaha scbagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

a meliputi:

a. Badan Usaha pemegang [zin Usaha Niaga Umum
[Wholesale] Bahan Bakar Minyalk;

b. Badan Usaha pemegang lzin Usaha Niaga Terbatas
{Trading) Bahan Bakar Minyak: dan

c. Badan Usaha pemegang lzin Usaha Pengolahan yang
menghasilkan Bahan Bakar Minvak dan melakukan
kegiatan penyedisan dan pendistribusian Bahan
Bakar Minyak dan/atau Niaga Bahan Bakar Minvak
sebagai kelanjutan kegiatan usaha pengolahannyva.



i

{3) Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1] huruf

b meliputi:

a. Badan Usaha pemegang lzin Usaha Pengangkutan
Gas Bumi Melalui Pipa pada Ruas Transmisi
dan/atau Wilayah Jaringan Distribusi yang telah
memiliki Hak Khusus, dan

b. Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga Gas Bumi
vang memiliki fasilitas jaringan distribusi pada
Wilayvah Jarnngan Distribusi dan telah memiliki Hak
Khusus.

Pasal 4
(1] Besaran luran yang wajib dibavar oleh Badan Usaha
scbagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2)
didasarkan pada perkalian realisasi jumlah volume per
jenis Bahan Bakar Minvak vang dijual per tahun, dengan
harga jual Bahan Bakar Minyak dan hasilnyva dikalikan

dengan besaran persentase luran sebagai berikut:

Besaran persentase dz 'harga_
Lapisan Volume penjualan B il

: jual masing-masing jcnis
Bahan Bakar Minyak

Bahan Bakar Minyak per hiter

sampal dengan  23.000.000 0,250 %

kl {dua puluh lma juta (ol koma dua ratus lima
kileliter] per tahun puluh persen)

di atas 25.000.000 Kkl s.d. 0,175%

50.000.000 kil [dua puluh inol koma seratus tujuh
hma juta kiloliter s.d. lima puluh lima persen)

puluh juta kiloliter] per

tahun

di atas 50.000.000 kl (lima 0,075 %

puluh juta kiloliter) per| (nol koma nol tujuh puluh

tahun lima persen)
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luran yang dibayar oleh Badan Usaha pada ayat (1)
dikenakan terhadap kegiatan Niaga dan dihitung
berdasarkan pada welume Bahan Bakar Minyak vang
dijual, meliputi jenis Bahan Bakar Minyak: aviation
gasoline, ovatton turbine, gasoline, gas oil, kerosene,
diesel ofl, dan fuel oil.

Pasal 5

Besaran [uran vang dibayar oleh Badan Usaha dalam
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3)
berdasarkan pada wvolume Gas Bumi yang diangkut
melalin pipa pada Ruas Transmisi maupun Wilayah
Jaringan Distribusi dan pada volume Gas Bumil yvang
dijual pada Wilayah Jaringan Distribust.

Besaran luran yvang wajib dibayar oleh Badan Usaha vang
melakukan kegiatan usaha Pengangkutan Gas Bumi
Melalui Pipa pada Ruas Transmisi dan/atau pada
Wilayah Jaringan Distribusi sebagaimana dimaksud
Pasal 3 ayat (3) huruf b didasarkan pada perkalian
realisasi jumlah volume Gas Bumi yang diangkut melalui
pipa dengan taril pengangkutan Gas Bumi per seribu
standar kaki kubik (MSCF| dan hasilnyva dikalikan
dengan besaran persentase luran sebagal benkut:

: ; Besaran persentase darl
Lapisan Volume Gas Bumi yvang )
tarif Penpangkutan Gas

dian t melalul pipa
B £ Bumi per MSCF

Lapisan Volume Pengangkutan 2,50 %
sampai dengan 100.000.000 | (dua koma lima puluh
[seratus jutal MSCF per tahun persen)

Lapisan Volume Penganghkutan 1,50 %
di atas 100.000.000 (seratus | ([satu koma lima puhih

juta) MSCF per tabun persen)

e = e . e
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Besaran tarif penganghkutan sebagaimana dimaksud pada
ayvat (2] berdasarkan penetapan tarif olech Badan
Pengatur, dalam hal terdapat penerapan tarif
Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa (toll fee] vang
ditetapkan atas kebijjakan pemerintah maka tanf/toll fee
vang digunakan sebagai perhitungan luran mengikuti
penctapan pemerintah  sampai dengan  tarif/ell fee
penetapan Badan Pengatur disesuaikan.

Besaran luran yang wajib dibayar oleh Badan Usaha vang
melakukan kegiatan usaha Niaga Gas Bumi didasarkan
pada perkalian realisasi jumlah volume atau jumlah
energi Gas Bumi yang dijual dengan 0,25% (nol koma
dua puluh lima persen) dari harga jual Gas Bumi.

Jumlah wolume atau jumlah energi tersebut dapat
dinvatakan dalam satuan per seribu standar kaki kubik
(MSCF), satu juta British thermal unit (MMBTU), meter
kubik, atau satuan volume atau energl lainnya yang

setara sesual transaks:.

Pasal &

Ketentuan dalam Pasal 4 dan Pasal 5 dikecualikan untuk

pembayaran Juran terhadap Jenis Bahan Bakar Minvak

Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan,

Gas Bumi Melalui Pipa Rumah Tangga dan Pelanggan Kecil

serta Gas Bumi untuk Bahan Bakar Gas [Iransportasi),

(1]

12)

Pasal 7
Pembayaran [uran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
dilakukan setiap bulan berdasarkan realisasi kewajiban
luran bulanan.
Jatuh tempo pembayaran Iuran untuk bulan wyang
bersangkutan paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan
berikutnya.
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(3) Dalam hal tanggal 15 (lima belas) schagaimana dimaksud
pada ayat () bertepatan dengan har libur, pembayaran
Iuran dilakukan pada han kena berikutnya.

Pasal 8
Dalam hal harga jual per jéenis Bahan Bakar Minyak per liter,
taril pengangkutan dan/atau harga jual Gas Bumi dalam
valuta asing pembayaran luran dilakukan dalam Rupiah
berdasarkan nilai tukar sesual rata-rata kurs tengah Bank
Indonesia pada bulan berkenaan.

BAB III
PELAPORAN BADAN USAHA

Pasal 9

(1) Badan Usaha wajib menyampaikan laporan kepada
Badan Pengatur.

(2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa;
4. laporan kegiatan wusaha bulanan secara daring

paling lambat tanggal 20 (dua puluhj bulan

berikutnya dengan ketentuan:

l. untuk Badan Usaha Bahan Bakar WMinvak
sesual dengan tagthan (invoice);

2. untuk Badan Usaha Gas Bumi sesual
pengaliran dan tagihan (invoice);

b. laporan keuangan dan laporan kegiatan usaha
tahunan Badan Usaha paling lambat tanggal 31 (tiga
puluh satu} Oktober tahun berikutnya.

(3) Dalam hal terdapat perubahan data dalam laporan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Usaha
harus menyampaikan surat perubahan data vang disertai
klarifikasi dan data dukung.
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Badan Usaha dalam menvampaikan laporan kegiatan
usaha sebagaimana dimaksud pada avat (2], wajib
menyampaikan laporan volume, harga jual pengguna
akhir dan nilai penjualan sesuai dengan transaksi
[invoice] penjualan yvang ditagihkan kepada konsumen
baik dalam mata uvang Rupiah atéu mata uang asing
tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak
Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PEBKB).

Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf b dapat disampaikan menggunakan mata uang
Rupiah atau Dolar Amerika Senkat sesual dengan yang
tercantum dalam laporan keuangan Badan Usaha.

Badan Pengatur setiap triwulan melakukan Venhkasi dan
Rekonsiliasi  luran  Towulan  berdasarkan laporan
sebagaimana dimaksud pada avat (2) huruf a dan atas
pembavaran uran Badan Usaha.

Badan Pengatur melakukan Veriflikasi dan Rekonsiliasi
Turan  Tahunan berdasarkan laporan scbagaimana
dimaksud pada avat (2) huruf b dan atas pembayaran
luran Badan Usaha.

Pasal 10

Dalam hal berdasarkan perhitungan Badan Usaha
terdapat kelebihan pembayaran Turan, kelebihan
pembayvaran tersebut diperhitungkan sebagai:
a. pembayaran di muka atas kewajiban luran periode

berikutnya; atau
b. pengurang kewajiban luran periode sebelumnya.
Badan Usaha dapat mengajukan permohonan
pengembalian kelebihan pembavaran luran kepada
Badan Pengatur disertai dengan dolkumen pendukung
vang sah dan lengkap sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
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Pasal 11

Badan Pengatur menyampaikan pemberitahuan untuk segera

melakukan proses perpanjangan kepada Badan Usaha vang

akan berakhir masa berlaku izin usahanya 3 (dga) bulan
sebelum Izin Usaha berakhir,

(1)

(2]

Pasal 12

Badan Usaha yang melakukan kegiatan usaha namun

lzin

Usaha belum dan/atau sedang melakukan

penyesuaian I2in Usaha dan/atau Hak Khusus:

=

Badan Usaha harus melaporkan dan memenuhi
proses  Verifikasi dan  Rekonsiliasi [uran  atas
kegiatan usahanya tersebut untuk dihitung dan
ditetapkan besaran Iuran sebagai salah satu
pelaksanaan kewajiban sesual dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan; dan

Penarikan Iluran terhadap Badan Ussha tidak
melepaskan kewajiban dan tanggung jawab Badan
Usaha  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan

perundang-undangan.

Kegiatan wusaha yang izin usabhanyva belum dan/atau

sedang melakukan penvesuaian lzin Usaha dan/atau

Halk Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputi;

a.

Badan Usaha yang sedang melakukan perubahan
atau penambahan produk, konsumen atau ruas pipa
pengangkutan; dan/atau

Badan Usaha yang telah memperoleh Tzin Usaha

namun sedang memproses Hak Khusus.



(1]
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BAB IV

TIM VERIFIKAS] DAN REKONSILIAST [URAN

Pasal 13

Kepala Badan Pengatur membentuk Tim Verifikasi dan

Relconsiliasi luran Badan Usaha,

Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas;

a. pengarah;

b. penanggung jawab;

koordinator,
d. kectua; dan

e. anggota terdiri atas:

|
2.

anggota Tim Verilikasi; dan
anggota Tim Rekonsiliasi luran.

Tim scbagaimana dimaksud pada ayat (2), memiliki tugas

paling sedikit sebagal berilut:

a. pengarah, memberikan pengarahan terhadap

pelaksanaan Verifikasi dan Rekonsiliasi Turan.

h. penanggungawab:

1

0

.

bertangpungiawab terhadap pelaksanaan
kegmatan;

memberikan arahan, saran dan masukan untuk
perbaikan pelaksanaan  Verifikasi  dan
Rekonsiliasi Juran;

memberikan solusi penyelezaian atas
permasalahan vang timbul dalam Verifikasi dan
Rekonsiliasi luran;

menandatangani berita acara hasil Verifikasi
dan Relonsiliasi luran:

untuk memeriksa dan menandatangani laporan
hasil Verifikasi; dan

memberikan tugas lain sesuai arahan pengarah.

¢. |koordinator:



- B

merencanakan kegiatan Verifikasi dan
Rekonsilias: luran vang akan dilakukan;

2. menentukan  pelaksanaan  Vernfikasi dan
Rekonsiliasi [uran;

3. menentukan Badan Usaha yvang akan diundang
Verifikasi dan Rekonsiliasi luran;

4, mengorganisir dan  membagi tugas dan
tanggung jawab atau pendelegasian kepada Tim
Verifikasi dan Rekonsiliasi Iuran;

3. mengontrol dan mengkoordinasikan kegiatan
Verifikasi dan Rekonsiliasi Turan;

6. menyelesaikan permasalahan Vernfikasi dan
Rekonsilias: luran;

7. memeriksa dan menyetujul atau
menandatangan: berita acara hasil Venfikas
dan Rekonsiliasi [uran; dan

8. memeriksa dan menyetujul  laporan  hasil
Verifikasi.

ketua:

I. memimpin dan menyvetujui segala keputusan
bersifat  teknis pada saat Verfikasi dan
Rekonsiliasi luran;

2. memberikkan arahan pada saat pelaksanaan
Verifikasi dan Rekonsiliasi Iuran kepada
verifikator;

3. mengontrol pelaksanaan kegatan Venfikas: dan
Rekonsiliasi luran;

4. memeriksa dan menyetujul notulen Verifikasi
dan Rekonsiliasi [uran; dan

5. memeriksa dan menyetujul draft laporan hasil

Verfikasi dan Rekonsiliasi Iuran.

angzota Tim Venfikas::
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memeriksa kelengkapan data dukung Verifikasi
dari Badan Usaha;

menylapkan draft notulen kegiatan Verifikasi,
menylapkan draft laporan hasil Verifikasi;
menginventarisasi Badan Usaha vang izin
usahanya akan berakhir;

melakukan wji  petik  lapangan  apabila
diperiukan;

merekap data penvalur Bahan Bakar Minyak
vang dilaporkan Badan Usaha Niaga Bahan
Bakar Minvak; dan

mengelola dan mengarsip notulen cetak hasil
Verifikasi.

angeotas Tim Rekonsiliasi Turan:

i

menganalisa berita acara Rekonsiliast luran
Triwulan sebelumnya dan tmdak lanjutnya;
memeriksa pembavaran Badan Usaha;
menghitung realisasi luran berdasarkan hasil
Verifikasi:

melakukan perhitungan denda dan
kurang/lebih [uran Badan Usaha;

membuat konsep berita acara dan notulen
berita acara Rekonsiliasi Iuran;

membuat surat tamhan berdasarkan berita
acara hasil rekonsiligsi triwulan dan tahunan;
melakukan input dan membuat rekapitulasi
data hasil Rekonsiliasi luran;

melengkapl  proses  penandatanganan  dalam
berita acara: dan

menginmkan bernta acara hasil Rekonsiliasi
luran dengan tanda tangan lengkap kepada
Badan Usaha.
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BAB V

PELAKSANAAN VERIFIKAST DAN REKONSILIAST IURAN

Pasal 14

Pelaksanaan Verifikasi dan Rekonsiliasi [uran Triwulan

MNiaga Bahan Bakar Minyvak dan Pengangkutan dan/atau

MNiaga Gas Bumi Melalui Pipa dilaksanakan setelah

laporan Badan Usaha disampaikan kepada Badan

Pengatur,

Verifikasi dan Rekonsilias: luran Trwulan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) disclesaikan paling lambat 1

(satu) bulan dimulai sejak tanggal 26 (dua puluh enam)

bulan berikutnyva setelah periode triwulan berakhir,

Pelaksanaan Veriikasi dan Rekonsiliasi JTuran Triwulan

dan tahunan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai

berikut:

a. pelaksanaan Venfikasi dan Rekonsiliasi Iuran
dilakukan secara daring menggunakan sistem
aplikasi pendukung Verifikasi dan  Rekonsiliasi
Iuran, dalam hal sistem aplikasi mengalam kendala
pelaksanaan Verifikasi dan Rekonsiliasi luran dapat
dilakuksan secara luring.

b. pelaksanaan klarifikasi Verifikasi dan Rekonsiliasi
Iuran dapat dilakukan dengan Badan usaha secara
luring atau darng oleh Tim Verifikasi dan Tim
Rekonsiliasi dalam forum yvang sama.

c. jadwal pelaksanaan Verfikasi dan Rekonsiliasi Iuran
dibahas dalam rapat persiapan pelaksanaan
Verifikasi dan Rekonsiliasi [uran.

d. Tim Rekonsiliasi luran melakukan Rekonsiliasi luran
perhitungan Iuran berdasarkan data hasil Verifikasi
Tim Verifikasi.
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Data hasil Verifikasl kegiatan Badan Usaha vang

dilakukan oleh Tim Verthkasi berupa:

l.  Volume dan harga jual Gas Bumi melalui pipa
dan/atau tarif Pengangkutan Gas Bumi Melalui
Pipa yang digunakan sebagai dasar perhitungan
luran Badan Usaha.

2. Volume dan harga jual Bahan Bakar Minyak
vang digunakan sebagai dasar perhitungan
Iuran Badan Usaha.

Dokumen notulen Verifikasi dan berita acara

Rekonsiliasi  Iuran ditandatangani pada saat

pelaksanaan Verifikasi.

Dalam hal penandatangangan oleh  direksi

perusahaan vang dikuasakan wajib menyertakan

surat kuasa dan direksi perusahaan.

Direktorat Teknis menvampaikan laporan hasil

Verifikasi Triwulan kepada Kepala Badan Pengatur

dengan  tembusan  kepada  Sckretaris  Badan

Pengatur  selaku pejabat  kuasa  pengelola

penerimaan negara bukan pajak.

Verifikasi dan Rekonsiliasi luran Tahunan dilakukan

untuk scluruh Badan Usaha dan dilaksanakan

setelah Badan Usaha menvampaikan laporan
keuangan dan laporan kegiatan usaha tahunan,

Verifikasi dan Rekonsiliasi luran Tahunan vang telah

ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan tidak

dapal dilakukan koreksi kecuali dalam hal:

1.  adanya temuan dari auditor/ pemeriksa;

2. kurang lapor realisasi berdampak pada
kurangnya pembayaran luran,

3. terdapat  kekeliruan  perhitungan  dalam
Verifikasi dan Rekonsiliasi Turan; atau

4. adanva perubahan kebjakan pemerintah.
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k. Pelaksanaan revisi Verifikasi dan/atau Rekonsiliasi
luran Tahunan sebagaimana dimaksud pada huruf i
harus disertakan dengan dokumen pendukung,.

Pasal 15
Tata cara Pelaporan dan Verifikasi tercantum dalam Lampiran
I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Badan ini.

Pasal 16
Tata cara Rekonsiliasi luran tercantum dalam Lampiran 11
vang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Badan ini,

BAB VI
PENYETORAN, PENGAKUAN PENDAPATAN DAN PENENTUAN
KUALITAS PIUTANG PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
IURAN

Pasal 17

(1} Berdasarkan hasil Verifikasi dan Rekonsiliasi Turan
Badan Pengatur menerbitkan surat tagihan atas
kekurangan dan/atau keterlambatan pembayaran luran
beserta denda sebagai piutang penerimaan negara bukan
pajak.

(2) Badan Usaha wajib melalkukan penyetoran Iuran atas
surat tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Badan Pengatur melakukan pengakuan pendapatan dan
penentuan kualitas piutang penerimaan negara bukan
pajak Turan berdasarkan piutang vang timbul dari surat

tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
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Pasal 18
Ketentuan mengenai  pedoman penyectoran, pengakuan
pendapatan dan penentuan kualitas piutang penerimaan
negara bukan pajak luran tercantum dalam Lampiran (Il yang
mecrupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan

1ni.

BAB VII
PEMERIKSAAN

Pasgal 19

(l] Kkepala Badan Pengatur dapat mengajukan permintaan
pemeriksaan terhadap Badan Usgha kepada badan yang
menyelenggarakan urusan  pemerintahan di bidang
pengawasan  keuangan negaras  dan  pembangunan
nasional,

(2] Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan untuk menguji kepatuhan atas pemenuhan
kewajiban Turan sesual dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

BAB VIII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 20

(1} Badan Ussha yang kurang dan/fatau terlambat
melakukan pembayaran luran sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 dikenakan sanksi administratifl berupa
denda sebesar 2% (dua persen) per bulan dari bagian
yang terhutang dan bagian dari bulan dihitung 1 (satu)
bulan penuh,

(2} Sanksi administratif berupa denda sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dikenakan sejak jatuh tempo
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pembayaran [uran paling lama 24 [dua pulub cmpat)
bulan.

Badan Pengatur melakukan penagihan terhadap Badan
Usaha atas kekurangan dan/atau keterlambatan
pembayaran [uran dan denda sebapaimana dimaksud
pada ayat (1) dan avat (2.

Dalam melaksanakan penagihan sebagaimana dimaksud
pada ayat (3], pejabat kuasa pengelola Penerimaan
Negara Bukan Pajak (PNBP| Badan Pengatur menerbitkan
surat tagihan, dilakukan secara bertahap mulai dari
surat tagihan pertama, surat tagihan kedua dan surat
tagihan ketiga.

Dalam hal Badan Usaha tidak melaksanakan
kewajibannya setelah berakhirnya surat tagihan ketiga
schbagaimana dimaksud pada ayat (4), Badan Pengatur
mengenakan sanksi administratif berupa pencabutan
Nomor Registrasi Usaha (NRU) Badan Usaha atau Hak
Khusus Badan Usaha disertai usulan pencabutan lzin
Usaha kepada Menteri.

Apabila dalam jangka waktu sampai jatuh tempo surat
tagihan ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
Badan Usaha belum atau tidak melunasi kewajibannya,
pejabat kuasa pengelela Penerimaan Negara Bukan Pajak
(PNBP] Badan Pengatur segera menerbitkan surat
penyerahan tagihan kepada instansi vang berwenang
mengurus piuteng negara untuk diproses lebih lanjut
penyelesaiannya  sesuai dengan  ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pazal 21
Badan Usaha yang melanggar ketentuan dalam Pasal ©,

dikenakan sanks administratif.
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Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat

{1} berupa:

a, teguran tertulis; dan/atau

b. pencabutan Nomor Registrasi Usaha (NRU) Badan
Usaha atau Hak Khusus Badan Usaha melalui
Sidang Komite disertas rekomendasi pencabutan Izin
Usaha.

Sanlesi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) huruf a, diberikan kepada Badan

Usaha vang:

a. tidak menyampaikan laporan keuangan dan laporan
kegiatan usaha tahunan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal @ ayat (2) huruf b; atau

k. belum  menyelesaikan  proses  Verifikasi  dan
Rekonsiliasi luran Triwulan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 9 ayat [6].

Sanksi administratifl berupa teguran tertulis sebagaimana

dimaksud pada ayat (3] diberikan paling banyak 3 (tiga)

kali untuk jangke waktu paling lama masing-masing 1

{satu) bulan.

Dalam jangka waktu teguran tertulis ketiga sebagaimana

dimaksud pada ayat (4) Badan Usaha belum

melaksanakan kewajibannya, Badan Pengatur
menjatuhkan sanksi administratif berupa pencabutan

Nomor Registrasi Usaha (NRU) Badan Usaha atau Hak

Khusus Badan Usaha dengan disertai usulan pencabutan

[zin Usaha kepada Menteri.

Pencabutan [zin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat

(5} dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.
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BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 22
Dzlam hal terdapat selisih kewajiban laran vang diakibatkan
oleh perbedaan kurs pada saat hasil Rekonsiliasi Turan
Triwulan yang menggunakan laporan kegiatan usaha dengan
laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9,
serta tidak terdapat perubahan volume dan harga,
pembayaran [uran dikecualikan dari pengenaan denda.

Pasal 23
Dalam hal Badan Usaha terdapat temuan Pelaporan dan/atau
kurang lapor yang tidak dapat dibuktikan dengan tsgihan
(invoice), Badan Pengatur akan menctapkan harga sesuai
dengan harga eceran tertinggi Badan Usaha yang
bersangkutan pada bulan vang sama.

Pasal 24
Kerahasiaan data dan informasi atas Verifikasi dan
Rekonsiliasi Turan ditetapkan oleh Kepuala Badan Pengatur

sesuail dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25
Badan Pengatur melakukan sinkronisasi data Badan Usaha
vang melakukan kegiatan usaha hilir Minyak dan Gas Bumi
dengan kementerian atau lembaga terkait secara berkala

setiap triwulan.

Pasal 26
(1) Ketentuan mengenai tata cara pembayaran luran,
Pelaporan Badan Usaha, pelaksanaan Verifikasi dan
Rekonsiliasi luran, pemeriksaan, sanksi administratif dan
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ketentuan lain-lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
sampai dengan Pasal 25 berlaku mutatis mutandis
terhadap Badan Usaha:

a. yang melakukan Niaga Bahan Bakar Minvak atau
pengangkutan dan/atau Niaga Gas Bumi melalui
pipa saat Izin Usaha berakhir:

b, yang melakukan Niaga Bahan Bakar Minvak atau
pengangkutan dan/atau Niaga Gas Bumi melalui
pipa pada saat proses perpanjangan lzin Usaha
belum selesai; atan

€. yang melakukan Niaga Bahan Bakar Minyak atau
pengangkutan dan/atau Niaga Gas Bumi melalui
pipa sebelum/saal mengajukan perpanjangan Izin
Usaha.

[2) Penarikan Turan terhadap Badan Usaha schagaimana
dimaksud pada ayat (1) tidak melepaskan tanggung
jawab Badan Usaha yang diwajibkan oleh ketentuan
peraturan perundang-undangan,

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Peraturan
Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 8 Tahun
2018 tentang Pedoman Teknis Verifikasi dan Rekonsiliasi
luran Badan Usaha dalam Kegiatan Usaha Penyediaan dan
Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Pengangkutan Gas
Bumi melalui Pipa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 1558), dicabut dan dinyatakan tidak berlalay.

Pasal 28
Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya
dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Maret 2022

KEPALA BADAN PENGATUR HILIR
MINYAK DAN GAS BUMI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ERIEKA RETNOWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 5 April 2022

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BENNY RIYANTO

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 378

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS BADAN PENGATUR HILIR
MINYAK DAN GAS BUMI

REPUBLIK INDONESIA,
WLIR Agy
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PERATURAN BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA PELAPORAN DAN VERIFIKAS] IURAN BADAN
UsAHA DALAM KEGIATAN USAHA PENYEDIAAN DAN
PENDISTRIBLUSIAN BAHAN BAKAR MINYAK DAN
PENGANGRUTAN GAS BUMI MELALUT PIPA

TATA CARA MENGENAI PELAPORAN SERTA VERIFIKASI

I. PERSIAPAN VERIFIKASI
TAHAPAN PERSIAPAN VERIFIKAS] MELIPUTI:

1.

Tim Verifikasi dan Tim Rekonsiliasi luran mengadakan rapat

persiapan untuk membahas:

a. Badan Usaha wvang akan dilakukan Verifikasi dan
Reckonsiliasi luran;

b. Pelaksanaan Verifikasi dan Rekonsiliasi luran; dan

c. Pelaksanaan Klarifikasi hasil Veriikasi dan Rekonsiliasi
Turan (apalnla diperfukan).

Membuat surat undangan pemberitahuan jadwal Verfikasi

Volume kepada Badan Usaha vang ditandatangani oleh Direktur

selaku penanggung jawab dengan tembusan ke Kepala Badan

Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BFH Migas) dan Anggota

Komite selaku pengarah.

Badan Usaha menyampaikan laporan bulan sebelumnya pada

Sistem Informasi Pelaporan Daring {Onfine] BPH Migas meliputi;

a. Untuk Badan Usaha Gas Bumi, vaita:
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Data reabsas: volume Pengangkutan/Niaga Gas Bumi
berdasarkan Berita Acara Secrah Terima Gas dan
tagihan (nuoice);

Tarif Pengangkutan dan/atau harga penjualan gas
berdasarkan taghan (inveice];

Berita Acara Serah Terima Gas dari Badan Usaha ke
shipper! konsumen,

Tagthan [inpoice] dari Badan Usaha Kkepada
shipper/ konsumen; dan

Maternin! Balance yvang meliputi volume pasok, harga
pasok, data stok awal dan akhir bulan, volume own
use, Jargas, CNG dan lainnva (bila ada) berikut data
dukung berupa Berita Acara Serah Terima Gas
dan/atau tagthan [invotce) darl pemasck.

Untuk Badan Usaha Bahan Bakar Minvak (BBM), yaitu:
(Form 1.1 BBM)

1

2

Rekapitulasi data volume penyediaan/pembelian BBM

yvang berasal dari impor, kilang dalam negeri dan

Badan Usaha lain.

Rekapitulasi realisasi volume penjualan BBM Non

Public Service Obligation (PS0) yang mencakup:

a) Momor Delivery Order (DO) Penjualan:

b} Jenis Produk;

c) Nomor dan tanggal transaksi;

d] MNama, jenis, dan alamat konsumen;

¢)  Volume penjualan dalam satuan liter;

fj  Harga jual sesuai transaksi; dan

g Nilai penjualan Sesual dengan transaksi pada
taghan (invoice) penjualan yang  ditagihkan
kepada konsumen baik dalam mata uang Rupiah
atau mata uang asing tidak termasuk Pajak
Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bahan Bakar
Kendaraan Bermotor (PEBKE].
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Data Material Balance yang meliputi data stok awal

dan akhir bulan, data own use dan data losses/ gain.

Dalam meénentukan badan usaha vang dilakukan WVerifikasi
volume, mempertimbangkan:

Status masa berlaku lzin Usaha;

.

Penyesuaian [zin Usaha (apabila ada);

Badan usaha vang belum memenuhi kepatuhan pelaporan

dan Verifikasi volume untuk periode sebelumnya; dan

Status Hak Khusus Pengangkutan/Miaga Gas Bumi melalui

pipa dan penetapan Tarif Pengangkutan bagi Badan Usaha

Gas Bumi.

II. PELAKSANAAN VERIFIKASI
A. PELAKSANAAN VERIFIKAS] TRIWULAN

1.

Verifikator meminta surat kuasa kepada Badan Usaha apabila

vang hadir dan akan menandatangani notulen rapat adalah

bukan penanggungjawab Perusahaan.

Verifikator melakukan evaluasi kelengkapan dokumen wang

disampaikan melalui Sistem Informasi Pelaporan Online BPH

Migas yang meliputi:
Untuk Badan Usaha Gas Bum, yaitu;

s

1)

&)
4]

Berita Acara Penyerahan Gas dan tagihan (invoice) dari
sumber pasok (untuk Badan Usaha Niaga);

Berita Acara Penyverahan Gas dan Badan Usaha ke
shipper/ konsumen;

Tagihan (nmwoice) Pengangkutan/ Niaga gas; dan

Data realisasi volume dan harga penjualan/tarf
Pengangkutan /Niaga gas.

Untuk Badan Usaha BBM, yaitu:

1
<]

Lembar analisis material balance Badan Usaha;
Rekapitulas: data volume penyediaan/pembelian BBM
vang berasal dan impor, kilang dalam negeri dan

Badan Usaha lain:
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Rekapitulasi rcalisasi volume dan harga penjualan
Jenis BBM Umum; dan

Badan Usaha yang tidak melakukan kegiatan usaha
Niaga BBM membuat Surat Pernvataan diatas materai
(Form 1.2 BBM).

Verifikator melakukan Verifikasi laporan Badan Usaha yang di-

inpuf melalui Sistemn Informasi Pelaporan Oriline BPH Migas

dengan mekanisme sebagai berikue:
a. Untuk Badan Usaha Gas Bum:, vaitu:

L]

2

Verifikator melakukan analisa Material Balance dengan

rumusan sebagai berikut:

a) Total volume pasakan [input] : total volume
pasckan + stock awal

b) Total volume output @ stock akhir + own use +
jargas + CNG + lainnya + volume penjualan sesuai
BA

c) Selisih : wolume input - volume ouiput

d) % oselisih :  selisih) total pemasok x 100 %

Keterangan:

Apabila terdapat sclisih, maka Badan Usaha diminta

untuk melakukan klanfikasi dengan menyampaikan

data dukung.

Verifikator melakukan pengecekan realisasi volume

dan harga/tarif dengan dokumen sebagai berikut:

al Tagihan (invoice) dan Berita Acara Penyerahan
Gas dan sumber pasck [untuk Badan Usaha
niagal;

b} Berita Acara Penyerahan Gas dari Badan Usaha
ke shipper/konsumen;

c) Tagihan {invoice) Pengangkutan/Niaga gas; dan

d] Verifikator melakukan sampling inwoice terhadap

laporan yang disampaikan Badan Usaha dengan:



i, Untuk Badan Usaha dengan transaksi
sampai dengan 45 {empat puluh lima)
transaksi per triwulan, dilakukan pengecckan
seluruh tagihan (invotes).

1. Untuk Badan Usaha dengan transaksi 46
[empat puluh enam)] sampal dengan 300 (tiga
ratus) transakst per tnwulan, minimal 435
[empat puluh lima) tagithan (nvoice) per
Badan Usaha.

iii., Untuk Badan Usaha dengan transaksi lebih
dari 300 (tiga ratus] transaksi per triwulan,
minimal 150 (seratus lima puluh) tagihan
(nwowce] dengan mempertimbangkan sebaran
wilavah.

Beberapa hal yang menjadi acuan verifikator dalam

pelaksanaan Verifikasi adalah:

al

1)

c)

d}

Volume yang dicatat pada notulen Verifikasi
adalah volume realisasi pengaliran gas.

Taril Pengangkutan yang digunakan adalah tanf
vang ditetapkan oleh BPH Migas.

Dalam hal belum ditetapkan taril Pengangkutan
oleh BPH Migas, maka tarifl yang digunakan
adalah rtarif wvang ditagihkan dalam tagihan
[Envaice].

Dalam hal sedang dilakukan proses penyesuaian
tarif, tarif vang dipunakan adalah tanf lama yang
ditetapkan BPH Migas.

Dalam hal terdapat penerapan taril Pengangkutan
Gas Bumi Melalw Pipa (foll fee} vang ditetapkan
atas Kebijakan pemenntah maka tanf yang
digunakan sebagai perhitungan iuran mengikuti
penetapan pemerintah  sampai  dengan  tarif

penctapan BPH Migas disesuarkan.,
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3)

S

Apabila hasil Verifikasi ditemukan ketidaksesuaian
data yvang dilaporkan, verihikator dapat meminta Badan
Usaha untuk menjelaskan penyebabnya dengan
digertai bukti pendukung berupa dokumen Perjanjian
Jual Beli Gas [PJBG) untuk Badan Usaha baru atau
penambahan konsumen atau Perjanjian Pengangkutan
Gas Bumi Melalui Pipa (PPG) untuk Badan Usaha baru
atau penambahan shipper atau dokumen lain yvang
diperlukan.

Pengaliran Gas Bumi melalur pipa untuk rumah tangea
dan pelanggan kecil, dan Gas Bumi untuk bahan
bakar gas {transportasi) tetap dicatat sebagai realisasi

volume dan tidak sebagai obvek luran.

b. Untuk Badan Usaha BBM, yaitu!

1]

2)

Verifikator melakukan analisa material balance dengan

rumusan sebagai berikut:

a] Malenal Balance = Input — Output

b} Input = Stok Awal - Penyediaan (berasal dan
impor, kilang dalam negeri dan Badan Usaha lain|

e} Ouwtput = Stok Alchir + Penjualan + Own Use +
Gain atau Losses

Keterangan:

Creen bernilai neganf

Losses bernilai positif

Apabila persentase (otal penjumlahan material balance

dengan angka Losses/Gain bernilai Positil  dibagi

dengan Total Ioput lebih dan 0,5% [pol koma lima

persen), maka Badan Usaha diminta untuk melakukan

klanfikasi.

Verifikator melakukan analisa penyediaan dan

penjualan Badan Usaha, sebagai berikut:

a) Penyediaan Badan Usaha vang berasal dari impor,
kilang dalam negeri, dan Badan Usaha lainnya.
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b) Penjualan Badan Usaha terhadap Badan Usaha
lain dan konsumen akhir.

3] Venfikator melakukan sampling tagihan (invoice)
terhadap laporan yang disampaikan Badan Usaha
dengan metode:

a} Badan Usaha dengan transaksi sampai dengan
100 (seratus} transaksi per miwulan dengan
persentase sampling tagihan [inveics) minimal 15%
(lima belas persen) dan jumlah transaksi per
Badan Usaha,

b} Badan Usaha dengan transaksi mulai 101 {seratus
satu} sampal dengan 500 (kma ratus) transaksi
per triwulan dengan persentase sampling tagihan
[frnvoice) minimal 5% (lima persen) dari jumlah
transaksi per Badan Usaha;

¢} Badan Usaha dengan transaksi mulai 501 [lima
ratus satu) sampai dengan 1000 (seribu) transaksi
per triwulan dengan persentasc sampling tagihan
[muoicel minimal 3% (tiga persen) dari jumlah
transaksi per Badan Usaha; dan/atau

d] Badan Usaha dengan transaksi diatas 1000
(seribu) transaks: per triwulan dengan persentase
sampling tagihan [myeorcs) minimal 15% (lima belas
persen) dari 200 (dua ratus) transaksi terbesar per
Badan Usaha.

Apabila dalam Verifikasi wvelume Badan wusaha ditemukan
adanya permasalahan yang berhubungan deéngan peraturan
perundangan, maka hal tersebut dilaporkan kepada koordinator
atau ketua untuk diambil suatu keputusan.

Verifikator membuat Konsep/Draft Notulen Verifikasi Volume
Badan Usaha, vang terdiri dari:

a. Untuk Badan Usaha Gas Bumi, vaitu:

1} Volume realisasi pengaliran gas;



2
3)

4)

Status lzin Usaha dan Hak Khusus;

Permasalahan kegiatan usaha terkait Perizinan, Hak
Khusus dan/atau tarifl Pengangkutan; dan

Lampiran notulen (rekap volume dan  tarif
Pengangkutan).

b. Untuk Badan Usaha BBM, vaitu:

L
2]
3
4

2)
6

7

8)
9)

Waktu dan Tempat pelaksanaan Verifikasi;

Kesesualan data yang dilaporkan oleh Badan Usaha;
Masa berlaku dan Jenis serta Komoditas Izin Usaha:
Analisa Malenal Balance yang di dalamnya terdapat
volume penjualan hasil Verifikasi,

Tabel penyediaan dan penjualan Badan Usaha;
Permyataan bahwa kebenaran data merupakan
tanggung jawab Badan Usaha;

Pernyataan bahwa apabila terdapat perubahan
terhadap volume niaga, maka akan dilakukan pada
kesempatan pertama;

Sampling transaksi tagihan (invoice); dan

Lampiran pendukung vang diperlukan.

Apabila terdapat perubahan data vang sudah diverifikasi pada

triwulan sebelumnya, perubahan tersebut dapat dilakukan revisi

dengan pengajuan melalui Sistem Informasi Pelaporan Online,

Apabila terdapat diskon atau potongan penjualan, nilai diskon
akan diakomodir dalam format pelaporan Badan Usaha pada
aplikasi Silvia. Namun, apabila belum dimungkinkan, Badan

Usaha melaporkan harga sesuai dengan harga vang sudah

disesuaikan dengan nilai potongannya.



.

X

PELAKSANAAN VERIFIKASI TAHUNAN

1,

Direktorat Tekniz melakukan Verifikasi Tahunan dengan

ketentuan sebagai berilout:

.

Setiap Badan Usaha diminta menvampaikan laporan
kematan usaha tahunan untuk dapat dilakukan Verifikasi
Tahunan.

Verifikasi dan FRekonsiliasi luran Tahunan dilakukan
bersama-sama antara Direktorat Tekniz dan Sekretariat
BPH Migas.

Direktorat Teknis melakukan Verifikasi Tahunan dengan
membandingkan laporan kegiatan usaha tahunan dengan
laporan trivulan.

Verifikasi Tahunan dilakukan untuk seluruh Badan Usaha
dan diterbitkan notulen.

Badan Usaha mengajukan perubahan atas velume, harga
atau tarif dengan pengajuan melalui Sistem  Informasi
Pelaporan Onlne atau dengan melakukan wupload surat
permohonan perubahan data vang telah ditandatangani
oleh penanggung jawsab perusahaan dan memuat alasan
serta penjelasan terkait perubahan data ke Sistem

Informasi Pelaporan Online BPH Migas.

Terhadap Badan Usaha yang tidak terdapat perubahan volume

akan dibuat notulen sesuail denpgan hasil Verifikasi Triwulan | s.d
Triwulan [V.

Direktorat Teknis melakukan Verifikasi Tahunan dengan cara!

A

Menghitung total volume triwulan T sd. triwulan IV
berdasarkan notulen Venifikas: Triwulan,

Memeriksa kesesuaian data yang dimput dengan data
dukung vang diupload. Data vang ditampilkan saat proses
Verifikasi hanya data yang telah dikoreksi oleh Badan
Usaha.

Membandingkan realisasi volume triwulan [ s.d. triwulan IV

dengan realisasi volume vang telah terkoreksi, sclisih
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valume dan/atau perubahan taril akan ditampilkan pada
notulen Veriikasi Tahunan dan lampiran.
Untuk Badan Usaha Gas Bum, apabila terdapat dekumen yvang
terkait dengan perubahan data (contoh: amandemen
PIBG/GTA), apabila pengajuan perubahan data disetujul oleh
Ketua Tim, maka Badan Usaha melakukan input koreksi data
volume dan/atau tarif dan/fatau harga dan mengunggah data
dukung (Berita Acara dan tagihan [mvaree]).
Apabila Badan Usaha belam divenlikas tahunan sebelumnyva
tetapl Izin Usahanya telah berakhir pada saat Verifikasi
Tahunan, maka verifikator tetap melakukan Verifikasi Tahunan
terhadap Badan Usaha tersebut sesuar ketentuan hurufl B angka
1 diatas,
Hasil Verifikasi volume tahunan dituangkan dalam notulen

Verifikasi volume tahunan.

III. LAPORAN HASIL VERIFIKASI

1. Laporan Hasil Verifikasi Triwulan sekurang-kurangnya memuat:

a.

.

Rekapitulas: realhsasi volume maga BBM untuk Badan Usaha
BEBM;

Rekapitulasi realisasi volume Pengangkutan/Niaga Gas Bumi
triwulan untuk Badan Usaha Gas Bumi,

Rekapitulasi kehadiran Badan Usaha;

Permasalahan Verifikasi vang berkaitan dengan Penizinan Badan
Usaha; dan

Kesimpulan dan saran.

2. Laporan hasil Venfikasi disusun oleh Tim Vernfikas: dan disampaikan
kepada Direktur Teknis.

4. Direktur Tekms menyampaikan Laporan Hasil Venfikasi Triwulan
kepada kepala BPH Migas dengan tembusan Sekretans BPH Migas
selaku Pejabat Pemungut Iuran BPH Migas.



&,

By e

Berdasarkan Laporan sebagaimana dimaksud angka 2 dan 3, Kepals

BPH Migas memberikan rekomendasi untuk ditindaklanjuti oleh
pihak-pihak terkait.

IV. UJI PETIK LAPANGAN DALAM RANGEA VERIFIKAS]

1.
d.

Pelaksanaan uji petik lapangan berdasarkan Surat Tugas Direktur.
Pelaksanaan uji petik lapangan dapat dilaksanakan apabila:

&. Adanyva permasalahan Perizinan.

b. Untuk pengecelan kesesuaian data atas laporan Badan Usaha.
Setelah dilaksanakan wji petik lapangan, petugas diwajibkan
menyampaikan laporan kepada Direktur Teknis.

Direkiur Teknis dapat memberikan rekomendasi terkait hasil uji
petik lapangan apabila perlu dilakukan tindak lanjut.

V. KETENTUAN TAMBAHAN

&

Dalam hal Sistem Informasi Pelaporan Online tidak beroperasi secara
optimal, proses Verifikasi dapat dilakukan secara manual, transparan
dan akuntabel.

Tindak lanjut klarifikasi sebagai tindak lanjut Verifikasi terhadap
Badan Usaha yang memerlukan klanfikasi lebih lanjut melahs
komunikasi tatap muka, dilaksanakan secara resmi dengan
mengundang Badan Usaha, dengan hasil yang melenghkapi dan tidak
terpisahkan dari Verifikasi secara online.

KEPALA BADAN PENGATUR HILIR
MINYAK DAN GAS BUMI
REPUBLIK INDONESIA,

ttel

ERIKA RETNOWATI
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LAMPIRAN II

PERATURAN BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA PELAPORAN DAN VERIFIRAS] IURAN BADAN
UsAHA DALAM KEGIATAN UsSAHA PENYEDIAAN DAN
PENDISTRIBUSIAN BAHAN EAKAR MINYAK DAN
PENGANGEUTAN GAS BUMI MELALUI PIPA

TATA CARA MENGENAI REKONSILIASI IURAN

I. PERSIAPAN PELAKSANAAN REKONSILIASI IURAN
Tahapan persiapan pelaksanaan Rekonsiliasi luran Badan Usaha

meliputi:

1.

Tim Verifikasi dan Tim Rekonsiliasi Turan mengadakan rapat

persiapan untuk menentukan:

a. Daftar badan usaha vang akan dilakukan Verifikasi dan
Rekonsiliasi Iuran;

b. Pelaksanaan Verifikasi dan Rekonsiliasi luran; dan

¢. Pelaksanaan klarifikasi hasil Verifikasi dan Rekonsiliasi
Iuran.

Pelaksanaan klarifikasi WVerifikasi dan Rckonsiliasi [uran

Triwulan dan Tahunan dilakukan dengan Badan Usaha baik

luring maupun daring bersama-sama oleh Tim Rekonsiliasi dan

Tim Verifikasi.

Terhadap pelaksanaan Vernifikasi atau Rekonsiliasi Turan serta

pelaksaan klarifikasi yang dilakukan secara tatap muka baik

luring/daring maka angeota Tim Rekonsiliasi luran menyiapkan:

a. Jadwal dan tempat pelaksanaan;

b. Daftar Badan Usaha yang akan diundang;

c. Pembagian anggota Tim Rekonsiliasi; dan
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d. Membuat surat tugas dan draft undangan pemberitahuan
klarifikasi Rekonsiliasi [uran secara daring dan/atau luring
kepada Badan Usaha yang ditandatangani oleh Sekretaris
BFH Migas dengan tembusan ke Anggota Komite dan
Direktur Teknis (Form 11 1).

II. PELAKSANAAN REKONSILIASI IURAN
A.  PELAKSANAAN REKONSILIASI TRIWULAN

Rekonsilias: luran dilakukan menggunakan aplikasi Silvia 2.0
kecuali untuk tahun sebelum 2021 dilakukan secara manual.
Anggota Tim Rekonsiliasi luran pada triwalan 17107000/ TV
melakukan perhitungan uran berdasarkan data hasil Verifikasi
kegiatan Badan Usaha yang dilakukan oleh Tim Verifikasi
berapa:

a. Volume dan harga jusl Gas Bumi melalui pipa dan/atau
tarif Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa vang dikenakan
iaran.

b. Volume dan harga jual BBM yang dikenakan juran.

Anggota Tim Rekonsiliasi Tuaran melasksanakan rekonsilias

dengan cara:

d. Mcncatat volume, harga jual/tarif Pengangkutan dan nilai
penjualan Badan Usaha berdasarkan data hasil Verifikasi.

b. Menghitung besaran kewajiban realisasi luran bulanan
sesuai dengan perhitungan besaran iuran pada batang
tubuh peraturan ini.

¢,  Kurs Tengah rata-rata Bank Indonesia yang digunakan
untuk konversi nilai penjualan dalam perhitungan iuran
adalah yang terdapat dalam OMSPAN,

d. Membandingkan hasil perhitungan realisasi Juran bulanan
dengan pembayaran [uran bulanan/sell assessment yang
telah  dibayarkan eoleh Badan Usaha selama 1 (satu)

triwulan.



Menghitung denda atas keterlambatan dan/atau kurang
bayar bulanan serta atas keseluruhan hutang Iuran Badan
Usaha sesuai ketentuan pengenaan sanksi denda (Form
IL2).

Contoh perhitungan denda:

Realisasi luran bulan Januari 20xx = Rp1.000.000,00
Jatuh Tempo tanggal 15 Februari 20xx, tanggal
pembayaran 17 Februari 20xx, maka denda Rpl.000.000 x
2% = Rp20.000.

Namun apabila tidak pernah melakukan pembayaran maka
denda dihitung selama 24 bulan seperti herikuat:

Bulan Realisasi Pembayaran Denda
Bulan X+1 1.000.000 0 20.000
Bulan X+2 )] 20.400
Bulan X+3 0 20,808
Bulan X+4 0 21.224
Bulan X+... ]
Bulan X+24 i) 31.538
Total Denda Bulan X Jika tidak pernah dibayar 608.437

Menghitung kekurangan/kelebthan [uran Badan Usaha
dengan memperhatikan saldo, realisasi serta denda luran
Badan Usaha (Form [1.3).

Anggota Tim Verifikasi dan Rekonsiliasi luran bersama-
sama melakukan Klarifikasi atas laporan dan hasil
perhitungan iuran kepada Badan Usaha secara tatap muka
baik daring maupun luring.

Membuat konsep Berita Acara Hasil Rekonsiliasi Triwulan
untuk ditandatangani eleh Badan Usaha (Form 11.4).

Badan Usaha menyampaikan kembali berita acara vang
telah ditandatangani dan di cap basah, paling lambat 7
{tujuh)] hari kerja setelah berita acara terhit.



2.

A

Berita acara vang telah disetuyyun Badan Usaha kemudian
disetujui/ditandatangani secara pararel antara Tim Verifikasi
dan Rekonsiliasi luran paling lambat 10 (sepuluh) har kerja
dengan ketentuan sebagai berikout:

Paling
Urutan Penandantangan Lambat
1 Ketua Tim Ketua Tim 2 [dua)
Verifikasi Rekonsiliasi hari kerja
2 | Koordinator Tim | Koordinator Tim 3 [tiga)
Verifikasi Rekonsiliasi hari kerja
|
3 Penangpungjawab | Penanggungjawab 5 (lima)
Tim Verifikasi Tim Rekonsiliasi hari kerja

Membuat konsep Surat Tagihan sesual dengan nominal
kurang/lebih bayar yang tercantum pada Berita Acara Hasil
Rekonsiliasi Triwulan {Form [1.6).

Koordinator, ketua/wakil Tim Rekonsiliasi luran menyetujui
konsep surat tagihan untuk kemudian ditandatangani oleh
Selkretaris BPH Migas selaku Pejabat kKusdsa Pengelola PNBP
dengan menyvertakan nota dinas pengantar apabila diperlukan,
paling lambat 3 (tiga) han kena (Form IL7).

Surat Tagihan vang telah ditandatangani oleh Pejabat Kuasa
Pengelola PNBP disampaikan ke masing-masing Badan Usaha
paling lambat 5 (lima) hari kerja.

Apabila diperlukan, Tim Rekonsiliasi luran dapat mengundang
Badan Usaha atau dapat melakukan kurmjungan lapangan ke
lokasi Badan Usaha untuk melakukan Klarifikasi ataupun
pemnbahasan permasalahan luran Badan Usaha.

PELAKSANAAN REKONSILIASI TAHUNAN

18

Badan Usaha menyvampaikan Laporan Keuangan Awdited atau
Laporan Keuangan Internal yang disertal surat pernyataan tidak
diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) vang ditandatangani



.

oleh Direksi Badan Usaha paling lambat tanggal 31 Oktober

Tahun berikutnya.

Anggota Tim Rekonsiliasi Iuran melalkukan perhitungan luran
tahunan berdasarkan data Hasil Verifikasi Tahunan kegiatan
Badan Usaha yang dilakukan oleh Tim Verifikasi berupa:

A,

Volume dan harga jual Gas Bumi melalul pipa danj/atau
taril Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa yang dikenakan
iuran selama 1 [satu) tahun,

Volume dan harga jual BBM yang dikenalean iuran selama 1

[=aru) tahun.

Anggota Tim Rekonsiliast [uran melaksanakan rekonsiliasi

tahunan dengan cara;

.

Mencatat volume, harga jual/tanf Pengangkutan dan nilai
penjualan Badan Usaha selama 1 (satu) tahun berdasarkan
data Hasil Verifikasi Tahunan.

Membandingkan hasil huruf a8 dengan laporan keuangan
Badan Usaha.

Apabila terdapat selisih berdasarkan hasil huraf b, maka
Badan Usaha memberikan justifikasi serta menyampaikan
data dukung atas justifikasi tersebut.

Namun, apabila dalam kondisi huruf ¢ tidak dapat dipenuhi
Badan Usaha karena satu dan lain hal, maka perhitungan
realisasi iuran berdasarkan nilai yvang lebih besar diantara
nilai pendapatan pada laporan keuangan atau hasil
Rekonsiliasi Triwulan.

Menghitung besaran kewajiban realisasi Iuran bulanan
scsual dengan perhitungan besaran iuran pada batang
tubuh Peraturan Badan ini selama 1 (satu} tahun.
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Contoh perhitungan final vang mencapai layer Badan Usaha BEM

PT. AAA
Perhitungan Turan Niaga Bahan Balkar Minyak
Januari Tahun 202X
No Jenis BBM Volume (Liter] |HargaJual| Nilai Penjualan (Rp) | Besaran luran (Ep|
N 2| (3] (4] (51 (6]
(Sampai dengan 25,000.000 Kl dengan Tarif luran adalah 0,250%
1} Avgas 1750000040 15,000 2625 000.000.000 B.562,.500,000
2] Avtur B 0000, UC) = a T Y I O R TH Lo e Ta R aTa T AT To] 2. 4 :
3} Minyzk Tanah 3200, 000, LCH 11,500 37440 000 000 000 3 H00.000.000
4] Minyak Solar . V0L OO, L) 11.500 AU 10000000, 000 175,375,000 0040
5) Minyak Diesel 1. 100,000,000 11,100 12 Z2T0.000.000.000] 30.525.000.000]
Er} Bensin o OGO Q0D 173,000 55, 000000, 000,000 137.300.000.000
"i’f Minyak Bakar SO0L000, 000 O A 4. FO0.000 D00, 000 11.750.000,000
Jumlah 24.875.000.000 292.125.000.000.000| 730.312.500.000
PT. AAA
Ferhitungan [aran Niaga Bahan Bakar Minyalk
Fehruori Tahun 20HX
THia Jenis BEM Volume (Liter) |[Harga Jual| Mila Penjualan (Epl | Begaran luran (R
{1} (2 (3] =} 15] LAE]]

Bampai dengan 25.000.000 K| dengan Tarif luran adalab 0,350

24,875,000,000 Liter

KEealisasi 5.d Bulan Januari sebesar

[1) Avgas 125 0l 000 L5000 1875000, 000,000 4 687 500,000
Jumlah s.d volume ini | 25.000.000.000
Realisasi s.d 25.000.000 Kl s/d 50.000.000 K| Tarif luran adalsh 0,175%
1} Avgas 1 L0, Q0HD. 000 L5 Q0D 1.650.000.000.000 2.887.500.000
2} Avtur G.050,000.000 12,500 113.125.000,000.000 1897 268,750,000
3) Minyak Tanah 3225 000040 11.700 a7.732.600.000.000 A, 031 BT5.000
4} Minyak Salar 300, Q00D 0 115663 TS0 000, OG0 GO 126, FET. 500 (HI0
5} Minyak Diesel 1. 120,00 Ok 111D 22 32 000 000,000 21,756, 000,000
5} Besin 5.155.000.000 11.000]  57.145.000.000.000 100,003, T 50000
Jumlah s.d volume ini | S0,000.000.000
Realisasi di atas 50,000.000 K1 Tarif Juran adalah 0,075%
) Benain 3305 000 000 11.000 36.355.000.000.000 27.266. 250,000
7] Minvak Bakar SO0 000 000 o400 T 5200000, 000,000 5640, 000000
29.230.000.000 340,284, 500,000,000 553,029 125,000
PT. AAA
Perhitungan [oran Niaga Bahan Bakar Minyak
Maret Tahuon 203X
Mo Jenie BBM Volume [Later] [Harge Jual| Milal Penjualan (Rp) Bezaran Juran [Ep]
] 2] 3 el B]__ 6]
D3 atas 50000000 Kl dengan Taril luran adalah 0,07 5%
1} Aveas 235000000 L5000 3.525.000.000.000 2.643.750.000
2} Avtur B 420 000000 12,500 105.250.000 000,000 TE.937.500.000
3} Minyak Tanah 3205, 004,000 11,714 37.498.500.000.000 28,123,877 5.000
4} Minyak Solar 4 350,000,000 11.500 50,025,000, 000,000 A7 518 FRO.000
5} Minyak [hesel 1125 000.000 11,100 £2 487 500G 000,000 0. 365 625.000
&} Bensin F-550.000.000 L1000 53050000, 000000 G2, 287, 500,000
7l Minyak Bakar GO0, 000,000 2400 5640000, 000,000 4.230,000.000
Jumlah 25.485.000.000 297.476.000.000.000| 223.107.000.000
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Contoh perhitungan final yang mencapai layer Badan Usaha Gas Bum

PT. BEB
Perhitungan Besaran luran Pengangkatan Gas Bumi Melalui Pipa
Bulan Janwnsri Tahan 20KX
| Taril
Pengangiutan|  Yolume Teran (R i
Kuas dJanuan
Mo 1 i iToll Fee
Gigieatic MECF (1000 Volume 5.4 Valume s.d
Rpf MSCF . : ; Rp
SCF) 100 juta MSCF [2,50% | 100 juts MSCF |1,508 ]
| [1] i (3 14 (5] = {3) ® (4 % 2,50% (6] = (3 % {4) x1,50% (7= (3] * I8
| ¢ R 2.300| 127750000 bt S e B e
Transriis & |2.300 ¢ 100.000.000 x 2500 || [2.300x 27.750.000 x | 5% §
Buas 5509.218. 750 i
2 | 2415| 91250000 5 500,218 750
Transmis B {24155 91,290,000 % 2,205 ||
¥ T oik
g [Faee 2.185| 54.750,000 £ 2000,718.750
Transmiai € {2.185 1 54. 7500000 x 2,50 |
g [Bues 1,955 164.250.000 =l L LBBH13L2SN ooy e 2
Tranamisi [ [1.9655 x 1000000000 = 2505 || [1.955 = 64, 2500000 x & 500 §
B i 2.070| 73.000.000 MERE A4 a7 Tse.000
| Transmis E {20 7000000 x 2 500 |
| !Juﬂln.‘n 511,000,000 X2915,187.500 2.841.506,35025.756.693. 750
PT, BEE
Perhitungzn Besaran luran Pesgangiatan Gas Bumi Melalui Pips
Bulan Februari Tahun J0KX
Tall Total loran
Wi Penpanghutan | Volume [uran (Rp et
o Tremsmis RPN 3
g T
Ry MACF MECE (1080 . Valume 5., Vedume 5., 1 R
. SR 100 juta MBCF [2,50% ) 100 juta MSCF [1,50% ) |
1) A3 | 13 |4 3] = (3 % (4 % 2,70% (6= [3) = 14) % 1,50% (7] = i5] + |6
l s 2330 127 750,000 - 484570000 2445 70000
Transmis A (2350 x 137,730,000 x 1,500 |
 [Runs 2436( 91.250.000 e AOHITNGL 3 <47-495 00n
Trangmis B [2.436 x B.750.000 £ 2,50% || [2.436 x B2.500.000 x 1,50% |
Fisas 2493 275,000 314,070,000
3 2.004] 54.750.000 2 BOT 33,000
Transmis € (2,004 x22.950.000 x 250% || 12004 x 9,500,000 x 1 50% |
. vo72| 169.256.000 ¥ SEBSI000  pepo1s 000
Trangmiz [ (£.072x 164,250,000 x |, 50% )
Eisas 1. 4019 400,000 1440, 720,000
3 EORR[ 73000000 2850700, (00
Transmisi £ (2,068 % 27000000 x 25050 )| (2088 x 46000000 x 1,50 |
Jumlah 511000000 4,435,550, 00 li.m.ﬁﬁ.ﬂﬂﬂ 18,509, 106,000
f. Membandingkan hasil perhitungan kewajiban realisas:

luran bulanan dengan pembayaran uran bulanan/self

assessment vang telah dibayarkan oleh Badan Usaha
sclama 1 (satu) tahun.




g. Menghitung denda atas kurang bayar selama 1 [satu) tahun
serta afas keseluruhan hutang luran Badan Usaha sesuai
ketentuan pengenaan sanksi denda (Form 11.2).

h. Menghitung kekurangan/kelebihan Iuran Badan Usaha
untuk 1 (satu) tahun dengan memperhatikan saldo,
realisasi serta denda luran Badan Usaha (Form 11.3).

i. Anggota Tim Verifikasi dan Reckonsihast Turan bersama-
sama melakukan klarifikas: atas laporan dan hasil
perhitungan luran kepada Badan Usaha secara tatap muka
baik daring maupun luring.

j.  Membuat konsep Berita Acara Hasil Rekonsiliasi Tahunan
untuk ditandatangani oleh Badan Usaha (Form [1.8).

k. Badan Usaha menyampaikan kembali berita acara yang
telah ditandatangani dan di cap basah, paling lambat 7
(tujuh) hari kerja setelah berita acara terbit.

Berita acara vang telah disetujui dan ditandatangani oleh

pengarah Tim Verifikasi kemudian ditandatangani oleh pengarah

Tim Rekonsiliasi luran, paling lambat 10 (sepuluh] hari kerja

dengan ketentuan sebagai berikut:

Paling
Urutan Penandantangan Caistit
I Ketua Tim Ketua Tim 2 [dua) hari
| Verifikasi Rekonsiliasi kerja
2 Koordinator Tim | Koordinator Tim 3 (tiga) har
Verifilkkasi Rekonsilias: kerja
3 Penanggungjawab Penanggungiawab | 5 (lima) hari
Tim Verifikasi Tim Rekonsiliasi kerja

Anggota Tim Rekonsiliasi luran membuat nota dinas permintaan
pembuatan Surat Keputusan Penestapan Kewajiban Iuran
Tahunan Badan Usaha untuk ditandatangani oleh Koordinator

Tim Rekonsiliasi Iuran (Form 11.9), kemudian disampaikan
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kepada Koordinator Hukum dan Humas BPH Migas paling
lambat 2 (dua) hari kerja.

Koordinator Hukum dan Humas BPH Migas menyampaikan
Rancangan Surat Keputusan Penctapan Hasil Perhitungan
Tahunan kepada koordinator Tim Rekonsiliasi Iuran paling
lambat 4 (empat) hari kerja.

Tim Rckonsiliasi luran membuat konsep nota dinas
penyampaian Rancangan Surat HKeputusan Penetapan Hasil
Perhitungan Tahunan kepada Kepala BPH Migas paling lambat 2
{dua) hari kerja (Form [11.10) vang sebelumnya disetujui
Sekretaris BPH Migas.

Surat Keputusan Final dan Berita Acara Hasil Hekonsiliasi
Tahunan yang telah ditandatangani lengkap disampaikan ke
masing-masing Badan Usaha paling lambat 5 [lima) hari.
Angpota tim membuat konsep Surat Tagihan Final sesuai
dengan nominal kurang/lebih bavar yvang tercantum pada Berita
Acara Hasil Rekonsiliasi Tahunan (Form 1111},

Koordinator, Ketua/Wakil Tim Rekonsiliasi luran menyetujui
konsep surat tagihan untuk kemudian ditandatangani eleh
Sekretarnis BPH Migas selaku Pejabat Kuasa Pengelola PNBP
dengan menyertakan nota dinas pengantar apabila diperlukan,
paling lambat 2 (tiga} hari Kerja. (Form [1.7).

Surat Tagihan vang telah ditandatangani oleh Pejabat Kuasa
Pengelola PNBP disampaikan ke masing-masing Badan Usaha
paling lambat 5 {lima] hari kerja.

Apabila diperlukan,; Tim Rekonsiliasi luran dapat mengundang
Badan Usaha atau dapat melakukan kunjungan lapangan ke
lokasi Badan Usaha untuk melakukan klarifikas: ataupun
pembahasan permasalahan iuran Badan Usaha.
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INI. LAPORAN HASIL REKONSILIAS] IURAN

1.

Laporan Hasil Rekonsiliasi luran sekurang-kurangnya memuat:

a. Rekapitulasi realisasi luran Niaga BBM dan Penganghkutan/
MNiaga Gas Bumi;

b. Rekapitulasi jumlah Badan Usaha vang selesai direkonsiliasi;

e. Catatan permasalahan Verifikasi dan Eekonsiliasi luran; dan

d. Kesimpulan dan Saran.

Laporan hasil Rekonsibasi Iuran disusun oleh Tim Rekonsiliast dan

disampaikan kepada Sekretaris BPH Migas untuk ditandatangani.

Sckretaris BPH Migas menvampaikan Laporan Hasil Rekonsiliasi

luran kepada Kepala BPH Migas dengan tembusan anggota komite

BPH Migas dan Direktorat Teknis,

Berdasarkan Laporan sebagaimana dimaksud angka 2 dan angka 3,

Kepala BPH Migas memberikan rekomendas: untuk ditindaklanjub

oleh pihak-pihalk terkait.

IV. PENAGIHAN DAN PENYETORAN HASIL REKONSILIASI
TRIWULAN/TAHUNAN

Mekanisme Penagihan dan Penyetoran Iuran Hasil Relkonsiliasi

Triwulan/ Tahunan kepada Badan Usaha adalah sebagai berilkout:

1.
2.

Pejabat Kuasa Pengelola PNEP adalah Sekretans BPH Migas.

Pejabat Kuasa Pengelola PNBP melakulan penagihan luran Hasil
Rekonsiliasi Triwulan/Tahunan kepada Badan Usaha berdasarkan
Berita Acara Hasil Rekonsilias: Tnwulan /Tahunan. Benta Acara Hasil
Rekonsiliasi Triwulan/Tahunan menjadi dasar pencatatan piutang
Badan Usaha serta sebagai dasar pembuatan surat tagihan kepada
Badan UIsaha dengan minimal terdapat tanda tangan dari Badan
Usaha dan salah satu tanda tangan dan Tim Rekonsilias: BPFH Migas.
Pejabat Kuasa Pengelola PNBP melakukan penagihan kepada Badan
Usaha dengan menerbitkan Surat Penagihan Iuran Hasil Rekonsiliasi
Triwulan/Tahunan untuk masing-masing Badan Usaha dengan
tembusan kepada Kepala BPH Migas, Direktur Bahan Bakar Minvak
atau Direktur Gas Bumi,



S

Badan Usaha wajib membayar kurang bavar luran segera setelah
Badan Usaha melakukan tanda tangan Berita Acara Hasil
Rekonsiliasi Trivulan/Tahunan maupun ketika Surat Tagih terbit.
Apabila dalam jangka waktu hingga jatuh tempo Surat Tagih Pertama
Badan Usaha belum atau tidak melunasi kewajibannya, BFH Migas
menerbitkan Surat Tagihan Kedua (Form 11.12).

Apabila dalam jangka waktu hingga jatuh tempo Surat Tagih Kedua,
Badan Usaha belum atau tidak melunasi kewajibannya, BPH Migas
menerbitkan Surat Tagihan Ketiga {Form 11.13].

Apabila dalam jangka waktu hingga jatuh tempo Surat Tagih Ketiga,
Badan Usaha belum atau tidak melunasi kewajibannya, BPH Migas
segera menerbitkan surat penyverahan tagihan kepada instans: vang
berwenang mengurus piutang negara untuk diproses lebih lanjut
penyelesaiannyva.

Surat Tagihan Pertama, Kedua dan Ketipa merupakan dasar
penilaian kualitas piutang badan usaha.

Jangka waktu jatuh tempo surat tagihan dan pelimpahan piutang
sesual dengan ketentuan perundangan yang mengatur terkait
Piutang PNEP.

KETENTUAN LAIN-LAIN

Dalam hal terdapat selisih kewajiban Iuran vang diakibatkan oleh
perbedaan kurs pada saat hasil Rekonsiliasi luran Triwulan yang
menggunakan laporan kegiatan usahs dengan laporan keuangan,
serta tidak terdapat perubahan volume dan harga, pembavaran Turan

dikecualikan dar pengenaan denda,
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Apabila proses Verifikasi dan Rekonsiliasi luran telah didukung oleh
sistem informasi yang menyediakan fitur Tanda Tangan Elektronik,
maka proses penyampaian nota dinas ana tau penandatanganan
dapat digantikan sesuai dengan ketentuan yang mengalur
penggunaan Sistem informasi tersebut.

KEFALA BADAN PENGATUR HILIR
MINYAK DAN GAS BUMI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ERIEKA RETNOWATI



Form 11.1

KOP BPH Migas

DO MM YYYY
Nomaor o XXXX Undfka BPHAYYYY
Sifat - Segera
Lampiran - XX (Terbilang) Berkas
Hail : Pemberitahuan Pelaksanaan Klarifikasi Data Rekensiliasi luran Badan
Usaha Niaga BBM/ Pengangkutan dan atau Niaga Gas Bumi Triwulan
A Tahun ¥YYY

Yang terhormat,
Cirektur Badan Lsaha
{Daftar Terlampir)

di Termpat

Sehubungan dengan telah dilaporkannya kegiatan usaha dan dilakukan
pembayaran self assessment badan usaha BEBM/Pengangkutan dan atau Niaga Gas
Bumi Triwutan XX Tahun YYYY, maka kami mengundang Saudarali pada rapat yang
akan dilaksanakan pada:

Hariftanggal . DD MM YYYY
Acara . Pelaksanaan Klarifikasi Data Rekonsiliasi luran Badan Usaha
Niaga BBM JBU/ Pangangkutan dan atau Miaga Gas Bumi

Triwezlan XX Tahun ¥YYY

Terkait hal tersebut di atas, Badan Usaha agar mempersiapkan beberapa hal
zebagai berikut:
1 Bukti pembayaran iuran yang telah disetorkan di Trwulan XX tabun YYY'Y
2. Haesil venfikasi Triwulan XX tabun YYYY
d.  Laporan Keuangan Tahun YYYY dan tahun-tahun sebelumnya jika belum
dilaksanakan rekonsiliasi final

Kami harapkan data tersebut dapat disampaikan melalui email
iranbphmigasi@esdm.go.id atau untuk info lebin fanjut capat menghubungl Bagian
Perbendaharaan dan Penerimaan luran (Nama dan Nomor Telepan).

Atas perhatian dan kerja sama Saudarasd, kami ucapkan terima kasih.

Sexretaris BPH Migas

[(Mama Lengkap)

Tembusan:

1.  kamite BPH Migas
2. Direktur BEMGas Bumi BPH Migas



Lampiran Nota Dinas
Nomor Hx 0K IUndfa BPHNY Y'Y
Tanggal DD MM YYYY

PT &BC
PT DEF
PT GHI
Dt
st
Dst

R



Form I1.2

LEPR
e Tl B Rl o [ 1 o

; o i |=|h#| Brie e ] - hii'd.-.f"""..#'“ .. “_‘h’-’u ;-- m AT T

1 L T ¥ : : i .
il bas @ =ami :

el b

| s i
Pt e .
1AL

1 [ - - ; e . I
[roalli hanald :'=|_|

i e l

| [T = m— -

el b 25

i TR t 1

il b T

e s e

EEA S A 2 B B

wall B ket b

& mii T

ey

r =; = S — — e : -

T L.

PTTT—
H

L e e

L =ein




AN {IENB LEGUTAN LSAHA)

KEATAS KERIL TAHUN XEEN

Form I1.3
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Form I1.4

Backan Usaha BREM

BERITA ACARA
VERIFIKASI VOLUME PENJUALAN BEM NON P30
DAN REKONSILIASI IURAN PENJUALAN BEM NON PSO
PT XXXXX
TRIWULAN [ANGKA ROMAWI] (BULAN, BULAN, BULAN) TAHUN 0000
NO. XXX/BA/TVR/BPH Migas/TW [angka romawi]-[tahun]/[angka romawi]/[tahun]

Fada hari ini [nama har] {anggal [huruf tanggel] bulan [hunof bulan] tabun [hurof fahun],
telzh dilakukan verfikasi volume penjualan BEM dan rekonsiliasi iuran pennjualan PT XXxKX
jznis BEBM Mon PSSO secara enline PT XXXX perode Triwulan [angka ramawi] {Bulan =.d Bulan)
Tahun 0000 oleh BFH Mipas berdasarkan Surat Undangan [Direktur/Kepata BPH Migas] Maomor:
o203y tanggal [xx bulan Z20xx] dengan hasil sebagai beriu

1. Hasil verifixasi online volume penjualan BBM dan rekonsiliasi iuran panjualan BBM
|enis BEM Non PEO terhadap Laporan penjualan BBM Nan PSSO PT XXAXX periode
Triwulan [angka romawi] (Bulan s.d Bulan} Tahun 0000 sebesar axaooo xxliter.
FT X200 menyatakan bahwa total penjuatan sebasar Rpxxx.xxx,-, Rincian volume
dan nilai penjualan per jeniz BEM adalah sebagal berikut:

" Puapmin {Rg) Tant (%] —p—

Bulan Juris BER | vowmeny

Beallaasd liran

2 Hasil Kekonsiliasi besarnya realizasi juran Triwulan [angka romawi] (Bulan s.d Bulan)
Tahun XXX terhadap pembayaran yang telah disetorkan adalah sebagai berikut :

P 1
PerhBunp i M bksesi I Bandi | ) FH‘-‘_"H’H!-" L e Lu®bih Bayan I
i Telwaailin 11 | ANl | ampesamsl (P |
1 | a 3 & 5w FeZ3 k)

Labihismng Benyind

3. Berdasarkan hasil vernfikasi dan rekonsiliasi perhitungan kewajiban iuran Trwulan
langka romawi] (Bulan s.d Bulan) tahun 000 dan PT XXX XX terdapat kurang/lebih®
bayar sebasar Rpxxx.xxx,- (Terbilang Rupiah). Kurang/Lebih bayar tersebut zkan
diperhitungkan pada kewajiban luran bulan berikutnya

4. Sesuai dengan PP 48 Tahun 2019 bahwa pembayaran dilakukan dengan self
assessment dengan jatuh tempo tanggal 15 setiap bulan berikutnya, sehingga



perhitungan poin 4 pada Berita Acara ini sudah menjadi dasar untuk pembayaran
iuran.

§ Hal-hal yang terkail dengan verifikasl ini menjadi lampiran yang tak terpisahkan
dengan Berita Acara inl, seperti notulen verifikasi dan data pendukung lainnya.

6 Apabita diperiukan, verfikasl secara adminstratif akan dilanjutkan dengan venfikasi
sacara uji petik di lapangan

Demikian Benta Acarg Verifikesi Volume dan Rekonsidiasi luran ini dibust dan
ditandatengani oleh kedua belah prhak.

P 200X

Perwekilan Badan Lisahs

Jakarta, [tgl] [oulan] [tahun]

kengetahul,

Dirakiur BEM Sekrelars BPH Migas

KAKxKX kg



Bheddan Ussha Gas Bomi

BERITA ACARA
VERIFIKASI VOLUME DAN REKONSILIAS| BESARAN IURAN BADAN USAHA
KEGIATAN USAHA [JENIS KEGIATAN USAHA]GAS BUMI MELALUI PIPA
PT X000
TRIWULAN [ANGKA ROMAWI] (BULAN, BULAN, BULAN) TAHUN 0000
NO., XXX/BATVR/BPFH Migas/TW [angka romawi]-[tahun]/[angka romawi]/[tahun]

Pada hari Ini [nama han] tanggal [huruf tanggal] bulan [hurdf bulzgn] tahun [huruf tahun),
telah dilakzanakan verifixasl voluma dan rekonsiliasi uran PT XXXXX sacara online PT XXXX
periode Triwuian [angka romawi] (Bulan s.d Buian) Tahun 0000 cleh BPH Migas berdasarkan
sural Undangan [Direkturepala BFH Migas] Nomor xxxhoodd{xxk tanggal [xx bulan 20w
dengan hasil senagal benkul;

1. Hasil venfikasi realisasi fotal volurne kegiatan usaha [Jenis Kegiatan Usaha)
Triwulan |1l {Juli, Agustus, Seaptembar) Tahun 2021 sebesar xoxax [Satuan] dengan
rincian volume Kegiatan usaha pengangkutan sebagaimana terlampir;

2. Hasil verifikasi realizsasi total pandapatan berdasarkan verfikasi volume kegiatan
usaha [Jenis Kegiatan Usaha] Triwulan Il {(Julk, Agustus September ) Tahun xox
sebesar Rpoooo, 00 dengan rincian nilal penjualan sebagaimana terlampr dan
perhitungan realizasl ivrannya, sebagai berikut:

3. Haslil verifikasi online velume penjualan BEM dan rekansiliasi iuran penjualan BEM
jenis BBM Mon PS0O terhadap Laparan penjualan BBM Non PSSO PT XX XXX periode
Triwuian [angka romawi] (Bulan &.d Bulan) Tahun 0000 sebesar xxx.xxx,xxLiter,
PT XXXXX menyatakan bahwa total penjualan sebesar Rpxxx.xxx,-. Rinclan valume
dan nital penjualan per jenis BBM adalah sebagal berlkut’

Lemcan BLILAH - TAIK BULAWTAHLN . | BULAN-TAHLE w,mmunwi
TAHUN

Tiada e i Pl ekl i erteh|

Ty By adai M

m=d Bt Lo 0

4, Hasil Rekonsiliasi besarnya realisasi iuran Triwulan [angka romawi] {Bulan s.d Bulan)
Tahun XXXX terhadap pembayaran yang telah dizetorkan adalah sebagai berikut ;

| Peeiturgan Realisas| Bants Fl:lh_l'f_l_rfl“ Lezih Rayar
Rt Triwiban M1 Al H-"""F'“ﬂl IH:I:I
1 3 3 L] FER eS|

-L;I:Ilnﬂulallu .B:,lar



3. Berdasarkan hasil verifikasi dan rekonsiliasi perhitungan kewajiban luran Trwulan
[angka romawi] (Bulan s.d Bulan) tahun 000 dari PT X3 terdapat kurang/lebih®
bayar sebesar Rpxxx.xxx,- (Terbilang Rupiah). Kurang/Lebin bavar tersebut akan
diperhitungkan peda kewajiban iuran bulan berikutnya

g, Sesual dengan PP 48 Tahun 2019 bahwa pembayaran dilakukan dengan selff
assessment dengan jatub fempo tanggal 15 setiap bulan berikuinya, sehingga
parhitungan poin 4 pada Berita Acara ini sudah menjadi dasar untuk pembayaran
furan

7. Hal-hal yang terkait dengan verifikasi ini menjad] lampran yang tak terpisahkan
dangan Benta Acara ini, seperti notulan verifikasi dan data pendukung lainnya.

8.  Apabila diperiukan, verifikasi secars administratif akan dilanjutkan dengan verifikasi
secara Ui pelik di lapangan,

Damikian Becita Acara Verfikasi Velema dan Rekonsiliasi luran ini dibuat dan
difandatangani aleh kedua belah pihak,

PT XXXXX

Pzrwakilan Badan Usahs

Jakarta, [tgl] [bulan] ahun]

Mengetahui,

Crirektur BEM Sekretaris BFH Migas

ERALAK HHOOCEK



Form 1L.5

KOP BPH Migas

NOTA DINAS
No. INDISBK/BPH MIGAS! YYYY

DD MM YYYY

Yang Terhormat - 1. Sekretars BPH Migas
2. Direktur Bahan Bakar Minvak/Gasz Bunmi
3. Koordinator Pengawasan Bahan Bakar Minyak | Pengawasan dan
Fengeiciaan Data Informasi{sas Bumi
Crari - Koordinator Perencanaan dan Keuangan
Hal Permintaan Tanda Tangan Berita Acara Verifikasi dan
Rekonsiliasi luran Badan Usaha BEM / Gas Bumi

Menindakianjuti hasil verifikasi volume dan rekonsiliasi luran Badan Usaha
kegiatan usaha niaga bahan bakar minyak/pengangkutan dan/atau niaga gas bumi,
bersama ini kami sampaikan berita acara verifikasi dan rakonsiliasi iuran Badan Usaha
(daftar tarlampir], Mohon persetujuan dan tanda tangan Bapak/lbu pada Berita Acara
dimaksud

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Bapalibu diucapkan terima kasih.

Koaordinator Perencanaan dan Keuangan

{(Nama Lengxap)
NIP . XXX



Lampiran Nota Dinas
Waomor J INDVSBKIBPH Migas/ ™Y™Y

Tanggal DD MM YYYY

Daftar Benta Acara Verifikasi dan Rekansiliasi luran Badan Usaha :

No | Badan Usaha Hagi:h[:" Fericde Kurang/Lebih Bayar
[ PT ABC 'BBM/Gas Bumi | Triwulan XX Tahun YYYY |  Rp AJOUKLXXX
| & | PT DEF BEM/Gas Bumi | Triwulan XX Tahun YYY'Y Rp XXX HEX,
3 | PT GHI BBM/Gas Bumi | Triwulan XX Tahun YYYY Rp KRR KK,
Dt Cral Dat Dst | D=t




KOP BPH MIGAS

FORM I1.6
Momar IFFI/BPH Migas.tahun] DO MM Y Y'Y
Lampiran 1 {=afu) barkas
sifat Segerg
Hal Tagihan Triwulan [angka romawt] Tahun [xexx)]

Yang lerhormat
DEeklur Litama
[Badan Usaha]
[

Tempal

Sesuai Peraturan Pemeriniah Mo 43 Tahun 2018 Pazal 10 ayat (1), avat (2}, dan ayal (3},
dan berdesarkan Berifa Acara Vernfikasi dan Rekonsiliasi luran Towulan [engka romawi] (bulan,
bulan, bulan) fahun oo (terlampir), kami sampaikan hal-hal sabagai barikut :

1, [Badan Usaha] pada Trivuian [angka romawi] (bulan, bulan, bulan) Tahun xxxx terdapat
lebih bayar luran sebesar Rpxwxx,- (Terbilang dalam rupigh). Lebih bayar {ersebut akan
diparhitungkan pada kawajlban luran parode sebalumrya.

2, Seido Outstanding adalah sebesar Rpxxx - {Terbilang dalem rupiah) dengan rincian pada
kariu. piutang terdampir. Sisa Outstanding tersebut kami harap segera disetorkan melalui
aplikasi SILVIA 2.0 selambat-lambainya 30 harl 28telah surat tagihan Inl diterima, serta bukl

selod harap disampaikan iraelalul email ke wrenbphmigasfesdm.go.id,

4. Apabila [Badan Usaha] lidak memiliki saldo outstanding di atas, maka lebih bayar fersebot
skan dikompensasikan untuk kewajiban furan penode selanjiuinya.

4. Apabila lagihan lersebut telah dibayarkan maka surat iagiban in dapat diabadkan.

Demikian kami gampaikan. Alas perhatian dan keriasama Saudara, kemi ucapkan terima
kasih.

Sekrataris BPH Migas
Selaku Pejabat Penagih luran

Marma
PP oo sy

Tembusan

1. Kepala BFH Migas;
2. DErektur [EEBM Zas Bumi] BPH Migas.



KOP BPH MIGAS

FORM I1.6
Momor ] PRPI'BEFPH Migas/tahun] O MK Y'Y Y'Y
Lampiran 1 (satu) berkas
Siiat . Segera
Hal . Tagihan Triwulan [angka romawi] Tahun [xxxx]

Yang terhormeat,
Chirakbur Wama
[Badan Usahal
dl

Tempat

Sesial Feraturan Pemerntah No.48 Tahun 2015 Pasal 10 ayal (1), avat (2}, dan ayat {3).
gan herdasarkan Berita Acara Yerifikasi dan Rekonsikas) luran Trwulan [angks romaswi] {bulan,
bulan, buian} tahun xxxx {terlampir), kemi sampaikan hal-hal sebagai berikul

1 [Badan Usaha] pada Triwwlan [angka romawid] (bulan, bulan, bulan) Tabun s terdapat
kurang bayar luran sebesar Rpxex - (Terbilang dalam rupiah),

2 Saldo Outstanding adalah sebesar Rpaxx - (Terbilang dalam rupigh) dengan rincian pada
karu plstang terlampir. Sisa Saide Qutsianding tersebut kemi herap segera disetoran
melaiul Aplikas! SILVIA 2.0 sslambat-lambatnya 30 harl setelah surat tagihan ini diterima,
garia bukti setor harap dizampaikan melalui email ke uranbphmigas@esdm.go.id

3. Sesuai Pasal 16 PP 48 Tghun 2019 apabila Badan Usaba fidak segera melakukan
pembayaran, maka dikenakan denda berdenda atas kurang atau tedambat bayar yvang
berlaku sejak jatuh tempo pembayaran juran yailu tanggal 15 bulan berikutnya dari
kewajiban bulanan atas keseluruhan tagihan terhutang

4. Apabila tagihan tersebul tetah dibayarkan maka suret tagihan ini dapat dighaikan

Demikian kami sampaikan. Alas parhalian dan kefasarma Saudara, kami ucapkan tefma
kesih

Sekretaris BPH Migas,
Selaku Pejabat Penagih luran

Mama
PEEP e

Tembusan ;
1. Kespala BPH Migas
2. Dirgktur [BEM!Gas Bumi] BPH Migas,



KOP BPH MIGAS FOEM Il.&

homar L IPPIFBPH Migas/[izshun] DD MM YYYY
Lampiran f 1 (satu) barkas

Sifat Segera

Hal Tagihan Triwulan [angka romawi] Tahun {2

Yang lerhormat,

Direkiur Litama
[Badan Usaha]
di

Tempal

Sasuai Peraluran Pemerintah Mo.48 Tahun 2019 Pasal 10 ayal (1), aval (2}, dan ayal (3},
dan berdasarkan Berita Acara Verifikasi dan Rekonsiliasi luran Triwulan [2ngka romawi] (bulan,
bukan, bulan) fahun xxxx (lerlampirl, kami sampaikan hal-hal sebagai barikut ;

1. [Badan Usaha] pada Triwwlan Jangka romawi] (budan, bulan, bulan) Tahun gxxx terdapat
kurang bayar luran sebesar Rpld - {Mal rupiah!Mihil),

2. Saido Quistanding adalah sebasar Rpxxyx - (Terbilang dalam rupiah) dengan rincian pada
kariu plutang terlampir. Sisa Salde Outstanding 1orsabul kanl harap segera disetorkan
malaiul Aplikasi SILVIA 2.0 selambat-lambatnya 30 hari setalah surat tagihan ini diterima,
seria bukli setar harap disampaikan melakin email ke uranbphmigas@esdm.ao.id

3. Apabila tagihan tersebut telah dibayarkan maka surat 1agibhan inl dapal diabaikan.
Demikian kami sampaikan, Alas perbatian dan kernasama Saudara, kami ucapkan terima

Kasi,
Sekretans BPH Migas,
Selaku Pejabat Penagih luran
Mama
MIP soooaaxc s

Tembhbisan :

1. Kepala BPH Migas;
2 Direkivr [EEMMzas Bumi] BFH Migas,



Form I1.7

KOPF BPH Migas

NOTA DINAS
No., XXXXINDISBKIBPH MIGAS! YYYY

DD MM YYYY
Yarg Terhormat @ Sekretaris BPFH Migas
Can s Reordinator Perencanaan dan Kauangan
Lampiran KX (lerbilang) Berkas
Hal . Permintaan tanda 1angan sural tagihan iuran

Menindaklanjuti hasil wverifikasi volume dan rekonsilias) wran Badan Lsaha
kegiatan usaha niaga bahan bakar minyak/pengangkutan danfatau niaga gas bumi,
berikut kami sampaikan kansep surat tagihan hasil rekonsiliasi iuran triwulan XX tahun
¥Y¥YY sebagaimana daftar terlampir. Apabila bapak tidak berpendapat fain mohon
persatujuan dan tanda tangan Bapak/lbu

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Bapak/bu diucapkan terima kasih.

Koordinator Perencanaan dan Keuangan

{Mama Lengkap)
NIP. XX xX



Lampiran Nota Dinas

Nomor CHHMNDISBKIBPH Migas/YYYY
Tanggal DD MM YYYY
Daftar Tagihan Rekonsiliasl luran Badan Usaha,
Mo E:::: Periade Nilal Tagihan Berjalan |  Total Outstanding
1| PTABC | Triwulan XX Tahun YYYY Rp AR AN | Rp XXOUXRX
i FT DEF Iﬂyﬂlan XX Tahun YYYY Rip % MK BN Fp KK K
3 | PTGHI | Triwulan XX Tahun YYYY Rp X XXX XXX Rp XXXX XXX
Det |  Dst Dst Dt st




Form I1.8

BERITA ACARA
VERIFIKASI DAN REKONSILIASI IURAN FINAL (Jenis Kegiatan Usaha)
PT XXXXX
TAHUN XXXX
Momeor : xx/BATVR/BPH Migas/FINAL-0D/X ! tahun)

Pada hari ini xxx, Tanggal xxx Bulan xxx Tahun xxxx, telah diakukan perhifungan final
wran BPH Migas pada PT 200000 Tahun aleh Tim Verifikasi dan Rekonsifiasi BPH Migas
berdasarkan notulen venfikasi volumae dan laporan kevangan yvang disampaikan badan usaha
diperakeh hasil sebagai berikut ;

1. Werfikasi dan Rekonsiliasi luran final Tahun 0000 berdasarkan Laporan Keuangan Tahun
0000 [Acdited/intermal]® clebh [Kantor Akuntan Publik Drs, Cheeroni & Rekan yang
difandaiangan alah Dre. Mach. Chaerani, Ak, CA., CPA., BEP, Registrasi Akuntan Publik

Mo, AP D163 Tanggal 12 Maret 2020/0sesual dengan sural permyataan direklur lama PT
FXXO0K nemor - .. tanggal L]

2. Laporan Keusngan Konsolidasian PT X000(X Tahun 0000 disajikan dalam mata uang

[IDRASD], Milai Penjuztan dalam Laporan Keuangan Konsolidasian Audited Tahun xxxx
sebesar Rp/USDxxxx

3. Laporan Hevangan Tersendin (Stand Akana) PT XxxxX Tahun 0000 disgjikan dalam mata
vang [IDRAUSD]". Nilai Penjuslan galem Laporan keuangan Tersendin (Stand Atone) Audited
Tahun 0000 sebesar RplJSDxxxx, dengan rinclan sebagal barikut:

{ Linipn | M [ Keleraogmn |
| Panbiplan Gas . 18000 | Ciaie buian
| Fegemnikan S000 | heon Cgak by
fLbad 306 004 | Ron CEiak L
1

4. Perhifungan luran berdasarkan hasil Verifikasi Final PT XXX Tahun 0000 adatah sebagail
bernkid :
I

Wolums Penjuskan luran BPH
Badlian {Batuan) P fisalain [Ra] Taril lzidnan P A
i 1] F 1 adf LIRS
Jmniart Ul!ﬂﬁﬂ
(Ehtua | FEE
{Atart B | 0.25%
| Fygard 0. 25%
L5 I 0,28%
|diin 0, 5%
BT 0, 355k
L = 0, 355
ettt 0,35%
CEacber ¥ ?ﬂl ;.i
Bloaniminr | 0 =% -
Chassiibar | | LRELA
TOTAL ] - 1]
|Pardmiman Borssrsan Pamiunga Faal Tonun D —
l:i:i};"w“' dalaiik Laprorie Hioangan faediled i

[Klarifikasi] selizih [ tidak selisih dikarenakan. ..



Fambayaran yang diperhitungkan dalam Ferhitungan luran Final 20xx ini sebasar Rpxxxx
dengan rincian;

a, Pembayeran pada lahun Z0xx sebesar Rpxxxxx

b Pembayaran pada ahun 20xx sebesar Rpxxoooo

o, Pembeyaran pada tahun Z0xx sebesar Rpxxo

Dani hasil Perhitungan luran Final Tahun 20xx, lerdapal beberapa catatan sebagai berikut;

Bardazarkan Mika Penjualan dan Perhilungan Final luran PT XXXXX zelama Tahun 20xx
adalah sebagai berkut

Pt e e
e | Taknal luran
i Talal Pendapatan Tarl luran. | Tahun 20
i {1 {3) e EEG )
Jonis Kegiatan LR 0.25%
TOTAL EAXA |

Berdasarkan has: rekonsiliasi perhifiungan final kewajiban fufan Tahun xxxx terdapat
kurangiebih bavar sebesar Rpxxxx. Kurang/ebin Bavar fersebul akan diparhilungkan pada
lidran periode barikutnya.

[TESE S BT
| Porhibungan Cignda Pambayaran Hurengiakik
Tahun xxxx Tahum jaxs il Kampensasi Bayar
: P | 2 a F fof+f-Fad
R
Hurangfebin Bayar Tahun xxxa = Fp

Sesual dengan PP 48 Tahun 2019 bahwa permbayaran difakukan dengan self assezsimen!
dengan jatub tempo tanggsl 15 seliap bulan berkuinya, sehingga perbitungan pain 3 pada
Berita Acara ini sudah menjadi dasar untuk pembayaran luran.

Remikian Berita Acara Rekonsiliasi Perhitungan Final luran BPH Migas ini dibual damn

ditarndatengani oleh kedua belah pihak,

PT KXXXEX

Parwakilan Badan Lisaha

Jakarta, [1gl] [butan] [lahun]
Mengetahui,

Dirakiur {BBMIGAS BUMI) Sekrefaris BFH Migas

KRN AN



KOP BPH MIGAS

FORMII.11
Momar ' IPPIEPH MigasTiabun] DD MM YYYY
Lampran i 1 {satu) berkas
Sifat Segera
Hal Tagihan Final Tahun xxxx

Yarg terhommat,
DCirakiur WMtsmna
|Badan Uszaha]
ol

Tempat

Sesual Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2019 Pasal 10 ayat (1), ayat {2), dan ayat (4],
dan dan Kepulusan Kepala BPH Migas tentang Penetapan Perhitungan Final luran [Badan
Usaha] (Berita Acara Verifikasi dan Rekonziliasi serfa Sural Kepulusan Kepala BPH Magas
tarlampir), bereama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut

1 [Badan Useha)l telah melakukan kewajiban pembayaran iuran lahun oo dan erdapal isbih
bayar sebesar Rpxxxx;- (Terbilang dalam rupiah)

2. Lebih bayar tsrsebul akan diparhitungkan dengan kewajiban luran perode berikutrya.

Dremikian kami sampaikan, Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kama ucapkan fenima

kasih
Sekrelaris BFH Migas,
Selaku Pejabat Penagih luran
MNama
HIF xsxxxesxx

Tembuzan ;

1. HKepaia BPFH Migas;
2. Direkiur [BEM/Gas Bumi] BPH Migas.



KOP BPH MIGAS

FORM I1.11
Maomor {PPVEPH Migas/[tahumn] DD MM YYYY
Lampiran ;1 isetu) berkas
Sifat - Segerm
Hal . Tagihan Final Tahun xxxx

Yang terhomrral,
Chirgkiur Utama

[Gadan Usaha]

i

Tempat

Sesuai Peraturan Pemeriniah No.48 Tahun 2018 Fasal 10 ayat (1), ayat (2). dan ayat (4),
fan dan Kepulusan Kepals BPFH Migas tenfang Fenetapan Perhitungan Final luran [Badan
Usaha] (Berta Acara Venfikasi dan Rekonsiliasi sera Surat Keputusan Kepala BPH Migas
terdampir), bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut .

1. |Badan WUsaha)] ates kewajiban pembayaran iuran tahun oo yang belum dibayar adalah
sabesar Rpxxxx - ( Terblang dalam rupiah).

Z GSiga Saldo Quistanding tersebut kami harap zegera disetorkan melalul Aglikasi SILVIA 2.0
salambat-lambatnya 30 han zetelah surat tagihan inf diterima

3. Sesuai Pasal 16 PP 48 Tahun 2010 apabila Baden Usaha tdak segers melakukan
pembayaran, maka dikenakan denda berdends atas kureng atau terambat bayar yang
berlaku sejak jatuh tempo pembayaran iuran yaitu tapggal 15 bulan berikutnya dari
kewajiban bulanan atas keseluruhan tagihan terhutang.

4. Apabila tagihan ersebul telah dibayarkan maka sural tagihan ini dapat dizbaikan,

Demikian kami sampaikan, Alas perhatian dan keasama Saudara, kami ucapkan terima

kasin.
Bekretars BPH Migas,
Selaku Pejabat Penagih luran
MNama
MNIFP sa0nnac s

Tembusan :

1. Kapalz BPFH Migas;
2 Lhirgklur [BEMIGas Bumi] EFH Migas.



KOP BP
e FORM I1.9
NOTA DINAS
MNomaor - ISBK/BPH Migas/Tahun[yyyy]
DOMMYYYY

Yang terhormat . Koordinator Hukum dan Humas

Dari . Koordinator Perencanaan dan Keuangan

Hal . Permintzan Pembuatan SK Penetapan Kewajiban luran Final

Badan Lisaha

Menindaklanjuti hasil Verifikasi dan Rekonsiliasi Perhitungan Final luran Badan
Usaha, bersama inl kami sampaikan Berita Acara Perhitungan Final Badan Usaha agar
dapat dipuat SK. Penslapan Kewajiban luran Final Badan Usaha. Badan Usaha tersebut
adalah:

Mo Nama Badan Usaha | Jumiah Keterangan
L [PT. ABCD Rpooccuy - [Final Tahun [veyy]
2 |PT. ABCD Ap.xxx axx,-  [Final Tahun [yyyy]

1 |FT. ARCD Rp.xai:xik,- |Final Tahun [ywyy]
4 |PT. ABCD Ap.xxx.xxx,-  |Final Tahun [pyyy]
5 |dst., dst.., dst..,

Bemikian kami sampaikan, atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih,

Koordinat Perencanaan dan Keuangan,

R
MIP, s



KCOP EPH MIGAS

FORM I1.10
NOTA DINAS
Momar | (Ses/BPH Migas! Tahun[yyyy]
COMMYYYY
Yang terhormat Kepala BPH Migas
Dan Sekretaris BFH Migas
Hal . Penetapan Rancangan Keputusan Kepala BFH Migas tentang

Penetapan Final luran Badan Usaha

Sesuai dengan Mota Dinas Kepala Bagian Hukum dan Humas RNomaor,
«SBHIBPH Tahun [yyyy] tanggal xx [Bulan] Tahun [yyyy] perihal Rancangan SK
Penetapan Parhitungan Final luran Badan Usaha, terlampir kami sampaikan Rancangan

Keputusan Kepala BPH Migas tentang Penatapan Final luran

4] Nama Ea:ian Uszaha _-JH_l.ﬂ'l-;ﬁ ; ‘[‘,lij_i.lp _!_Eht-n;ang_an
| 1 |PTARCD Rpoood- | Final Tahun [yyyy] | Telah Digisdil
2 | PTABCD |  Rpox-| Final Tahun [vyyy] | Telah Diaudit
[ 3 Dst., | Dst . Dst.. | Dsl,

yang telah ditsliti dan aspek legal.

Demikian kami sampaikan, mohon persstujean Bapak, Atas perhatian Bapak, kami
ucapkan terima kasin.

sekretans BPH Migas,

KIAKER
NIP. XX XAAREK



KOP BPH MIGAS FORM .11

Momar - /FPIBPH Migasi[tahun] 0D MM YYYY
Lampiran 1 (satu} berkas

Sifal : Begera

Hal : Tagihan Final Tahun [xxxx]

Yang terhormat,
Dirgktur Liama
|Badan Usaha]
di

Tempat

sesuai Peraturan Pemernintah Mo 48 Tahun 2019 Paszal 10 ayat (1), avat (2}, dan ayat (4},
dan dan Kepulusan Kepalta BPH Migas tentang Penetapan Perhitungan Final luran [Badan
Usahal (Berila Acara Verifikasi dan Rekonsiliasi serta Surat’ Keputuzsan Hepala BPH Migas
tefamipir}. kami sampaikan hal-hal sebagai berikut

1 |Badan Usaha] alas kewajiban pembayaran wran fahun xexx yang belum dibayar adalah
sebesar Bpl,- (Mol RugiahpMNIHIL.

2. Hasid rekonsitiasi ersebul telah diperhitungkan pada kawajiban uran pericde bernkutnya

Demikian kamisampaikan, Alas perhatian dan kerjasama Saudara, kamil ucapkan terma
kasih

zekretarizs BPH Migas,
Felaku Pejabatl Fenagih luan

MNama
[ L R A

Tambusan |

1. Hepala EPH Migas;
2. Direkiur [BEM/Gas Bumni] BFH Migas.



KOP BPH MIGAS FORM Il.12

Momor i FRIBPH Migas/[tahun] DD MM YYYY
Lampiran . 1(satu) berkas

Sifat | Segera

Hal i Tagihan Kedua Triwulan [angka romawd] Tahun [xxxx]

Yang terhoprmat,
CHrekiur Ulama
[Badan Usaha]

il

Tampat

Sasuail Peraturan Pameriniah No.48 Tahun 2019 Pasal 16 ayat (5], ayst (6), ayat (7), dan

ayat (8) dan berdasarkan Surat Tagihan Rekansiliasl luran Triwutan XX Tehun XXX Nomors
ArALRRXE tanggal X Bulan Tahun (terlampir), kami sarmpaikan hal-hal sabaga: berkut

Sampal dengan |atuh tempo sejak Tagihan periema Triwulan XX Tahun XXEX terbit, PT
KKK belum malunasi kewajibannya sebesar RpXXX - (Terbilang dalam Rupiah)

Salda Outstanding adalah sebesar Rpxxx,- (Terbilang dalam rupish) dengan rincian pada
karu pivtang lecampir. Sisa Saldo Sulstanding lersebut kaml harap segera disaetorkan
melaln Aplikasi SILVEA 2.0 selambal-lambatnya 30 hari seletah suratl tagihan inl diterima,
seria bukli selor harap disampaikan melalui email ke jyranbphmigas@esdm,go.id

Sesual Pasal 16 PP 45 Tahun 2018 apabila Badan Usaha tidak segera melakukan
pembavaran, maka dikenakan denda berdenda atas kurang afau terlambat bayar vang
berfaku sejak jatub tempo pembavaran luran vailu tanggal 15 bulan berikutnya dari
kewajiban bulanan atas kessluruhan tagihan terhulang.

Apebila tagihan fersebut ielah dibavarkan maka sural tagihan ini dapat diabaikan.

Fami mengharapkan PT xxx dapal bekerja sama untuk melunasl kewapban dimaksud

dalam jangka wakty 30 hari terhitung sejak tanggal Surat Tagihan kedua ini, Apabila sampai jatuh
tempo PT xxx belum melakukan pelunasan kewajiban dimaksud, maka kami kalegorikan sebagai
kualias putang “diragukan”

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kaml ucapkan terma

kasth
=ekrataris EPH Migas,
Zelaku Pejabal Penagih luran
Mama
MIP koo

Tembusan

1. Kepala BFH Migas,

2

Direktur [BEEM/Gas Bumi] BPH Migas.



KOP BPH MIGAS FORMIIL13

Mamaor i FPIBPH Migas/[tahun] DD MM YYYY
Lampiran ¢ 1 (s8lu) berkas

Sifal o Segera

Hal - Tagihan Kefiga [angka romawi] Tahun [

Yang terhiormmnat,
Chrekiur Uams
|Badan Uzahal

di

Tempat

Sesual Peraturan Pemerintah No 48 Tahun 2019 Pasal 16 ayat (5), ayat {5), ayal (T}, dan

ayat {B) dan berdasarkan Surat Tagihan Rekensiliasi luran Triwulan XX Tahun XXX Nomor
HANIEEX tanggal XX Bulan Tahun (terfampir), kami sampaikan hal-hal szhagal barikut :

1

2,

Sampal dengan jatuh tempo sejak Tagihan Kedua Triwulan XX Tahun X000 ferbéid, PT XX
Belum melunasi kewajibannya sebasar RpXXX - (Terbilang dalam Rupiah)

Saldo Outstanding adalah sebesar Rpuxx - {Terbilang dalam rupiah) dengan rinclan pada
kariu piutang terfampir. Sisa Salde Outstanding tersebut kami harep segera diselorkan
malalui Aplikasi SILVIA 2.0 selambat-lambatnya 30 hari setelah surat tsgihan ini diterima,
sarta bukli sator harap disampaikan melalui email ke iuranboh sffesdm go.

Sesudl Pasal 16 PP 48 Tahun 2019 gpabila Badan Usaha tidak segera melakukan
pembayaran, maka dikenakan denda herdenda alas kurang atau terambat bayar yang
berlaku sejak jatuh tempo pembayaran iuran yaitu tanggal 15 bulan berikutnya dari
kewajiban bulanan atas keseluruhan tagihan ferhutang,

Apabita tagihan tersebut telah dibayarken maka surat tagihan ini dapat diabafkan.

Kami mengharapkan PT xxx dapat bekerja sama untuk melunasi kewajiban dimaksud

dalarm jangka wakiu 30 hari terhitung sejak tanggal Surat Tagihan katiga ini, Apabila sampai fatsh
tampo PT xxx belum melakukan pefunasan kewajiban dimaksud, maka kami kategorikan sabagai
kualitas piutang “Macet™,

Diamikian kami samgaikan. Atas perhatian dan kerjasama Saudara. kami ucapkan lerima

kaszih
Sekratars BPH Migas,
Selaku Pejabat Penagih luran
Mama
MIF e gnney

Tembu=an

.
2

Kepala BPH Migas:
Direktur [BEM/Gas Bumi] BPH Migas



L

LAMPIRAN IT1

PERATURAN BADAN FENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA PELAPORAN DAN VERIFIKASI TURAN BADAN
USAHA DALAM KEGIATAN USAHA PENYEDIAAN DAN
PENDISTRIBUSIAN BAHAN BAKAR MINYAR DAN
PENGANGEUTAN GAS BUMI MELALLUT PIPA

PEDOMAN PENYETORAN, PENGAKUAN PENDAPATAN DAN
PENENTUAN KUALITAS PIUTANG

1. DEFINISI

1.

luran adalah sejumlah dana tertentu yang wajib dibayarkan kepada
BPH Migas oleh Badan Usaha vang melakukan kegiatan penyediaan
dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan/atau Niaga Bahan
Bakar Minyak dan/atau melakukan kegiatan usaha Penpangkutan
(Gas Bumi Melalui Pipa dan/atau keglatan usaha Niaga Gas Bumi
vang memiliki fasilitas jaringan distribusi Gas Bumit,

Piutang adalah jumlah uang vang wajibr dibayar kepada kementerian
negara/lembaga dan/atau hak kementerian negara/lembaga yvang
dapat dinilai dengan uang sebagal akibat perjanjian atau akibat
lainnva berdasarkan peraturan perundang-undangsn yang berlaku
atau akibat lannya yvang sah.

Piutang Bukan Pajak adalah piutang yang berasal dari penerimaan
negara bukan pajak yang belum dilunasi sampal dengan akhir
periode laporan keuangan,

Kementerian Negara/Lembaga adalah kementerian negara/lembaga
pemerintah non kementerian negara/lembaga negara, termasuk

instansi vertikalnya.



-

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus
dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan
penggolongan kualitas piutang.

Kualitas Piutang adalah hampiran atas ketertagihan piutang yang
diukur berdasarkan kepatuhan membayar kewajiban oleh dehitor,

II. PENYETORAN DAN PENGAKUAN PENDAPATAN

L

b

Pembayaran luran dilakukan setiap bulan berdasarkan realisasi [Self
Assessmeni] dengan jatuh tempo pembayvaran luran untuk bulan
bersangkutan paling lambat tanggal 135 (lima belas) bulan berikutnya
melalui Aplikasi Pembayaran. Dalam hal tanggal 15 (lima belas)
bertepatan dengan hari libur, pembayaran ran dilakukan pada hari
kerja berikutnya.

Pembayaran luran Badan Usaha dilakukan berdasarkan GSelf
Assessment bulanan maupun atas kurang bayar Rekonsiliasi
Triwulan dan Tahunan.

Pendapatan luran Badan Usaha dilakukan dengan metode Self
Assessment, pendapatan diakui ketika:

a, Kas diterima di rekening kas negara sesuai dengan dokumen

Bukti Penerimaan Negara (BPN); dan /atau

b. Hak atas pendapatan luran Badan Usaha vang belum dibayar
berdasarkan:

1] surat tagih yvang diterbitkan oleh BPH Migas;

21 hasil Verifikasi dan rekonsilias: yvang belum terbat sural
tagihnya sampai dengan tanggal pelaporan keuangan;
dan/atau

3] atas pembavaran Self Assessment bulan Desember tahun
berjalan yang dibayarkan di bulan Januari tahun
berikutnya.

Pengakuan akuntansi Pendapatan Juran Badan Usaha Hilir Minyak
dan Gas Bumi berdasarkan periode Pelaporan vang berasal dari Turan
Badan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi sebagai benikut:

a. Laporan Keuangan Semester [ didasarkan atas hasil:



1

1] Berita Acara Verifikasi dan Rekonsilias: luran Badan Usaha
triwilan | pada tahun berjalan; dan

2] Berita Acara Verifikasi dan Rekonsiliasi ITuran Badan Usaha
triwulan maupun tahunan untuk tahun-tahun sebelumnya.

Hasil Berita Acara pada poin 1 dan 2 adalah vang dilakukan

sampai dengan tanggal 30 Juni tahun berjalan,

b. Laporan Keuangan Tahunan Unaudited didasarkan atas hasil:

1) Berita Acara Hasil Verifikasi dan Rekonsiliasi [uran Badan
Usaha Triwulan | sampai dengan Triwulan IV pada tahun
berjalan; dan

2) Berita Acara Vernifikasi dan Rekonsiliasi perhitungan
Tahunan Iuran Badan Usaha Trowulan maupun Tahunan
untuk tahun-tahun sebelumnya.

Hasil Berita Acara pada poin 1 dan 2 adalah yang dilakukan

sampal dengan batas akhir data yang digunakan vaitu tanggal

15 Februari dan/atau rekonsiliasi eksternal Satuan Kerja

dengan KPPN mitra setempat.

¢. Laporan Keuangan Tahunan Audiled

Pengakuan Akuntansi Pendapatan luran Badan dalam Laporan

Keuangan Audited didasarkan atas saldo PNBP Laporan

Keuangan Unaudited serta Hasil Verifikasi dan Rekonsiliasi

luran Badan Usaha Hilir Minvak dan Gas Bumi Triwulan

maupun Tahunan pada tahun berjalan dan tahun-tahun
sebelumnya yang dilakukan setelah batas waktu penyusunan

Laporan Keuangan Unoudrled sampai dengan tanggal 15 Maret.

III. PENGAKUAN PIUTANG

1

Piutang pemerintah diakul pada saat timbulnya hak tagith pemerintah
antara lain karena adanya tunggakan pungutan pendapatan,
perikatan, transfer antar pemerintahan dan kerugian negara serta
transaksi lainnva yang belum dilunasi sampal dengan tanggal

pelaporan.
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Piutang Bukan Pajak dicatat sebesar nilai nominal yang ditetapkan
dalam surat ketetapan/surat tagihan.

Pengakuan Piutang Iuran Badan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi
diakui pada =saat Verifikasi dan rekonsiliasi terdapat kekurangan
pembayaran Iuran Badan Usaha Hilir Migas berdasarkan Surat Tagih
Piutang Iuran Badan Usaha Hilir Migas vang diterbitkan oleh BPH
Migas.

BPH Migas melakukan Verifikasi atas pembayaran Iuran Badan
Usaha berdasarkan laporan realisasi volume Triwulan | sampai
dengan laporan realisasi volume Triwulan IV pada tahun anggaran
berjalan. Dalam hal terdapat kelebihan pembayaran luran Badan
Usaha pada saat dilakukan WVerifikasi dan Rekonsiliasi Turan,
kelebihan pembayaran dimaksud tersebut diperhitungkan dengan
kewajiban pembayarsn luran Badan Usaha untuk periode
sebelumnya dimana mengurangi outstanding piutang yang lama
dengan umur piutang paling lama, Sedangkan apabila Badan Usaha
tidak memiliki kewajiban atas periode sebelumnya, maka kelebihan
pembayaran dimaksud diperhitungkan dengan kewajiban
pembayaran luran Badan Usaha untuk periode berikutnya.

Dalam hal terdapat kekurangan pembayaran luran Badan Usaha
pada saat dilakukan Verifikasi dan Rekonsiliasi Turan, kekurangan
pembayaran dimaksud dicatat sebagai piutang tahun berjalan.
Pecncatatan dan penyajian penghitungan final Turan Badan Usaha
pada tahun-tahun sebelumnya disajikan scbagai Koreksi Lain-Lain di
Laporan Perubahan Ekuitas. Dalam hal terdapat kekurangan jumlah
antara [luran yang telalh dibayar dengan hasil audit Laporan
Keuangan Badan Usaha pada tahun anggaran berjalan, Badan Usaha
wajib membayvar Kekurangan dimaksud setelah Berita Acara
Rekonsiliasi diterbitkan minimal dengan tanda tanpan Badan Usaha
dan salah satu tanda tangan Tim Rekonsiliasi Turan. Dalam hal
terdapat kelebihan jumlah antara iuran yang telah dibayar dengan
hasil audit Laporan Keuangan Badan Usaha pada tshun anggaran
berjalan, kelebihan pembayaran dimaksud tersebut diperhitungkan
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dengan kewajiban pembayaran luran Badan Usaha untuk periode
sebelumnya dimana mengurangi ouistanding piutang yang lama
dengan umur piutang paling lama, sedangkan apabila Badan Usaha
tidak memiliki kewajiban atas periode sebelumnya, maka kelebihan
pembayaran dimaksud diperhitungkan dengan kewajiban
pembayaran luran Badan Usaha untuk periode benkutnya.

Dalam hal Verifikasi dan Rekonsiliasi Iuran telah selesai
dilaksanakan dan beririsan dengan wakiu periode pelaporan
kevangan, sementara surat tagih belum dapat ditagihkan sampai
batas akhir penyampaian laporan keuangan, maka hasil Verifikasi
dan rekonsiliasi yang menyatakan terdapatl kekurangan pembayaran
belum dapat dicatat menjadi akun piutang, namun dicatat pada akun
Pendapatan Yang Masih Harus Diterima (PFYMHD) sampai dengan
terbitnya surat tagih.

IV. PENGGOLONGAN KUALITAS PIUTANG

1;

Piutang PNBP luran dicatat dalam akuan Piutang dari Pendapatan

PNBP Lainnya.

Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan

jatuh tempo dan perkembangan upaya penagihan vang dilakukan

oleh pemerintah,

Kualitas piutang didasarkan pada kondisi piutang pada tanggal

pelaporan. Kualitas piutang ditetapkan dalam 4 (empat) golongan,

vaitu: kualitas lancar, kualitas kurang lancar, kualitas diragukan,
dan kualitas macet.

Penggolangan kualitas piutang PNBP adalah sebagai berikut:

a, Kualitas Lancar 1 Apabila belum dilakukan pelunasan
sampal dengan tanggal jatuh tempo
vang ditetapkan,

b, Kualitas Kurang Lancar : Apabila dalam jangka waktu hingga
jatuh tempo surat tagihan pertama
tidak dilakukan pelunasan.



Kualitas Diragukan : Apabila dalam jangka waktu hingga
jatuh tempo Surat Tagihan Kedua
tidak dilakukan pelunasan.

Kualitas Macet : 1) Apabila dalam jangka waktu

hingga jatuh tempo  Surat
Tagihan Ketiga tidak dilakukan
pclunasan; atau

2) Piutang telah diserahkan kepada
Panitia Urusan Piutang Negara/
Dircktorat Jenderal Kekayaan
Negara.

Ketentuan jatuh tempo surat tagihan sesual dengan ketentuan

perundangan yang mengatur terkait piutang PNBP.

V. PEMBENTUKAN PENYISIHAN PIUTANG TAK TERTAGIH

1.

Kementerian negara/lembaga wajib membentuk Penyisihan Piutang

tak tertagih baik yang umum maupun vang khusus.

Penyisithan piutang tak tertagih ditentukan sebaga berikut:

&,

Penyisihan piutang tak tertagih yang umum ditetapkan paling
sedikit 5% (lima permil) dar piutang yang memiliki kualitas
lancar,

Penyisihan piutang tak tertagih khusus ditetapkan sebagai

berikut:

1) 10% {sepuluh persen) dari piutang dengan kualitas kurang
lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan -atau nilai
barang sitaan.

2) S50% (hma puluh persen) dari piutang dengan kualitas
diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai
barang sitaan.

3}  100% [seratus persen) dari piutang dengan kualitas macet
setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang

gitaan,
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Prosentase penyisihan piutang tak tertagih ditetapkan berdasarkan
kualitas piutang pada tanggal pelaporan dengan mengabaikan
prosentase penyisithan piutang tak tertagih periode pelaporan
sebelumnya.

Penyisihan piutang tak tertagih  ditetapkan setiap semester
berdasarkan kondisi kualitas piutang pada saat i dan tdak
dilakukan akumulasi atas penyvisthan piutang sebagaimana
diperlakukan dalam penyusutan aset tetap.

Bagan Alur Pembentukan Penyisihan Piutang Tak Tertagih sebagai
berikut:

3 | PEMYISMAN KHLSLIS yems)
| Kualsas yang Bana

KualRm Pigjang
EURAMNE LANCAR

HEH'I'ESU'IHH LTl

Kugfitas P-.mna

£
:
| £
:
]
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PENUTUP

Kebijakan dalam penyusunan Laporan Keuangan BPH Migas dapat
disesuaikan mengikuti dengan ketentuan perundang-undangan vyang
berlaku dan kebijakan Akuntansi Penyusunan Laporan Keuangan di
Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Dayva Mineral.

KEPALA BADAN PENGATUR HILIR
MINYAK DAN GAS BUMI
REPUBLIK INDONESIA,
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ERIKA RETNOWATI



